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ABSTRAK 

Suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan atau 
implementasi. Fenomena masih lemahnya implementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana 
yang diperoleh dari basil survei pendahuluan, merupakan sebuah fenomena yang 
menarik untuk dijadikan kajian penelitian lebih mendalam. Berdasarkan survei 
pendahuluan, yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaam Masyarakat dan Desa diperoleh 
gambaran umum bahwa belum pemah dilakukan pengkajian dan analisis 
pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
Kabupaten Gunungkidul. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Desain 
pene!itian menggunakan penelitian kna!itatif yang menggunakan pendekatan 
penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja 
yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan 
fenomena-fenomena lainnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti 
adalah implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 
di Kabupaten Gunungkidul. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mplementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul belum 
optimal dilaksanakan. Pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan, 
imp!ementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
Kabupaten Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik, tetapi berbagai 
masalah masih ditemui, baik yang menyangkut lemahnya regulasi peraturan 
daerah, rendahnya dukungan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor terkait, 
maupun permasalahan yang dialami dengan kurang optimalnya kualitas sumber 
daya manusia dan kuantitas SDM yang kurang memadai. 

Kata kunci: implementasi kebijakan, layanan keterpaduan, BKB, PAUD, 
SDIDTK 
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ABSTRACT 

A policy is meaningless without implementation. The phenomenon of 
weak implementation of BKB, PAUD, and SDIDTK service policies in 
Gunungkidul Regency as obtained from the preliminary survey results, is an 
interesting phenomenon to be a more in-depth study. Based on the preliminary 
sUIVey, conducted in the office of Din as Pernberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaam Masyarakat dan Desa, it is 
generally accepted that there has never been an assessment and analysis of the 
implementation of BKB, PAUD and SDIDTK integrated service policies in 
Gunungkidul Regency. 

This study aims to analyze the implementation of integrated services 
BKB, early childhood, and SDIDTK in Gunungkidul. The research design uses 
qualitative research using a case study research approach in the sense of research 
focused on a single phenomenon chosen and wanted to be understood in depth, 
regardless of other phenomena. In this research, the phenomenon to be studied is 
the implementation of BKB, PAUD and SDIDTK integrated service policies in 
Gunungkidul Regency. 

The result of analysis shows that the implementation of BKB, PAUD, 
and SDIDTK service policies in Gunungkidul Regency has not been optimally 
implemented. In the aspect of organization, interpretation and implementation, the 
implementation of BKB, PAUD and SDIDTK service policies in Gunungkidul 
Regency has been done well, but various problems are still encountered, including 
weak local regulations, low budget support, weak coordination across sectors, as 
well as problems experienced by less optimal quality of human resources and 
insufficient quantity of human resources. 

Keywords: policy implementation, service integration BKB, PAUD, SDIDTK 
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BABJV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul 

Kabupaten Gunungkidul merupakan salab satu kabupaten di Provinsi 

Daerab Istimewa Yogyakarta, yang terle1ak 39 km sebelab tenggara Kola 

Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul dengan lbu Kota Wonosari, merupakan 

kabupaten dengan bentang luas wilayah administtasi terbesar di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 

1.485,36 km2 atau 46,63 persen dari seluruh wilayah dara1an Provinsi DIY. 

Berdasarkan le1ak geografis Kabupaten Gcnungkidul beracta pacta J046' LS-8°09' 

LS dan 110°21' BT-l! 0°50' BT. Garobaran wilayab secara administratif Kabupaten 

Gtmungkidul dapat dilihat pacta gambar pe1a di bawab, menU11iukkan ba1as wilayah 

Kabupaten Gunungkidul yang ctapat dirinci sebagai berikut. 

1. Sebelab Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantu! 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Sebelab U1ara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten 

Sukoba!jo Provinsi Jawa Tengab. 

3. Sebelab Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengab. 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. 

47 
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Berdasarkan satuan fisiografis Kabupateo Gunungkidul dibagi menjadi 3 

(tiga) zona pengembangan, yaitu. 

I. Zona Utara disebut wilayab Batur Agung dengan ketinggian 200 m - 700 m di 

atas pennukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit terdapat surnber-sumber air 

tanab kedalaman 6 m - 12 m dari pennukaan tanab. Jenis tanab didominasi 

latoso1 dengan batuan induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi 

Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian 

utara. 

2. Zona Tengab disebut wilayab pengembangan Ledok Wonosari, dengan 

ketinggian 150 m - 200 m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh 

asosiasi mediteran menab dan grumosol hitam dengan baban induk batu kapur, 

sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu 

bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, meskipun airnya kering di musim 

kemarau. Kedalarnan air tanah berkisar antara 60m - 120m di bawah permukaan 

tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong 

bagian tengab, dan Semanu bagian utara. 

3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Dwzon gehergton 

atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m- 300m di atas pennukaan laut. 

Batuan dasar pembentuknya adalab batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit 

kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini 

banyak dijumpai sungai bawah tanah serta telaga genangan air hujan. Zona 

Selatan ini rneliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, 
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Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu 

bagian selatan. 

Kondisi alam Gunungkidul yang berbukit-bukit mempengaruhi pola 

permukiman penduduk yang cenderung memusat dan berkelompok (ag/omerated 

rural settlement). Permukiman penduduk hampir seluruhnya merupalcan 

permukiman pedesaan kecuali yang berada di Kecarnatan Wonosari dan Playen 

khususnya Desa Wonosari, Kepek dan Baleharjo di Kecamatan Wonosari serta 

Desa Logandeng dan Ngawu yang ada di Kecamatan Playen. 

Kabupaten Gunungkidul terdiri alas 18 (de Iapan be las) kecamatan dengan 

jumlah desa sebanyak 144 (seratus em pat puluh em pat). 

Tabel4.1 Kondisi Kecamatan dan Desa di Kabupaten Gunungkidul 

7,09 
--_ f 

4,85: 

08,14 4.59: 

I 

43251.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



50 

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPJAKBPMD) 

I. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) 

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pasal 2 dije1askan bahwa dinas merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberd.ayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintahan desa. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

2. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) 

Pada pasal 3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 

dijelaskan bahwa dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan 

tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian penduduk dan kel uarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan 

desa. 

3. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) 
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Pada pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2016 

dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud da1am 

Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan umum di bidang di bidang pemberdayaan perempuaJ1, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pernberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

c. penyusunan rencana kinelja dan peljanjian kineija di bidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

f. pelaksanaan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan 

perempuan dan anak; 

g. pelak:sanaan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, informasi, 

dan edukasi keluarga berencana; 

h. pelaksanaan pembinaan kelernbagaan, partisipasi, sarana, dan prasarana serta 

usaha ekonomi desa dan masyarakat; 

1. pelaksanaan pembinaan pernerintah desa; 

J. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pemberdayaan 

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; 

k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

43251.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



52 

operasional di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, 

pengendalian pecduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat 

dan pemerintahan desa; 

I. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

pemberdayaan perernpuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, pemberdayaan rnasyarakat dan pernerintahan desa; dan 

m. pengelolaan UPT. 

4. Struktur dan Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tabun 2016, tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Keija Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, susunan organisasinya terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 

2. Subbagian Keuangan; 

3. Subbagian Umum; 

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari: 

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; 

2. Seksi Perlindungan Anak; 

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terctiri dari: 

I. Seksi Pengendalian Penduduk; 
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2. Seksi Ke1uarga Berencana; 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: 

1. Seksi Ke1embagaan dan Partisipasi; 

2. Seksi Usaha Perekonorr.ian Masyarakat Desa; 

e. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari: 

I. Seksi Kekayaan Desa; 

2. Seksi Keuangan Desa; 

3. Seksi Bina Administrasi dan Perangkat Desa. 

f. UPT; dan 

g. Ke1ompok Jabatan Fungaional. 

4. Fungsi Bidang Pengendaiian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Bidang Pengenda1ian Penduduk dan Keluarga Berencana. mempunya1 

tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan dan partisipasi, komunikasi, 

informasi, dan edukasi keluarga berencana. Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Ke1uarga Berencana dipimpin o1eh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawab dan bertanggung jawab 1angsung kepada Kepa1a Dinas (pasa1 18 

Peraturan Bupati Nomor 65 Tabun 2016). 

Se1anjutnya pacta pasa1 19 Peraturan Bupati Nomor 65 Tabun 2016 

dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan togas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

mempunyai fungsi: 

a. JX:nyusunan rencana kegiatan Bidang Pengenda1ian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 
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b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

c. penyusunan rencana kineija dan petjanjian kinetja di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

d. pelak:sanaan pembinaan kekmbagaan dan partisipasi, komunikasi, infonnasi, 

dan edukasi keluarga berencana; 

e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

f penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari: 

a Seksi Pengendalian Penduduk; dan 

b. Seksi Keluarga Berencana. 

Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pcnduduk dan Keluarga 

Berencana. 

Ada pun tugas Seksi Pengendalian Penduduk adalah : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk; 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk; 

c. menyusun rencana kinetja dan petjanjian kinetja Seksi Pengendalian 

Penduduk; 
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d. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi strategi pengendalian penduduk; 

e. melaksanakan fasilitasi penyusunan parameter kependudukan; 

f. melaksanakan koord.inasi penyusunan kajian dan analisis dampak 

kependudukan; 

g. melaksanakan pendidikan kependudukan; 

h. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kependudukan; 

1. melaksanakan penguatan progmm kependudukan; 

J. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengendalian 

Penduduk; 

k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang pengendalian penduduk; dan 

1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi 

Pengendalian Penduduk. 

(pasa!21 Peraturan Bupati Nomor 65 Tabun 2016) 

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keluarga Berencana; 

b. merumuskan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; 

c. menyusun rencana kinerja dan petjanjian kinerja Seksi Keluarga Berencana; 

d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan partisipasi; 

e. melaksanakan pelayanan keluarga berencana; 

f. melaksanakan penyuluhan keluarga berencana; 

g. melaksanakan advokasi keluarga berencana; 

h. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; 
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1. rnelaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi remaja; 

J. rnelaksanakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang 

keluarga berencana; 

k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Keluarga Berencana; 

I. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional di bidang keluarga berencana; dan 

rn. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Keluarga 

Berencana. 

(pasa122 (pasal 21 Pemturan Bupati Nomor 65 Tabu." 20 16) 
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Pacta kelompok BKB AI Ma'ruf Desa Nglipar Kecamatan Nglipar Kabupaten 

Guoungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; 

belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan dilaksanakan sebulan 

sekali, di mana layanan PAUD dilaksanakan terpadu dengan layanan BKB. 

AdapWllayanan SDIDTK dilakukan terpisah di waktu yang berbeda di Posyandu. 

Berbeda dengan kelompok BKB AI Ma'ruf, standar operasional pelaksanaan 

kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersarna, di waktu yang sarna, 

dan di tempat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Baitul 

Hikmab Desa Mulusan Kecamatan Paliyan. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sarna di tempat yang sama. 

Pacta tekois operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dabulu diraogkai 

dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. 

Berdasarkao data-data tiap kelompok tersebut di atas, peta pelaksanaan 

layanan keterpaduan BKB, I' AUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul 

merata di semua kecamatan tetapi belum menjangkau sasaran di semua desa. 

Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan di sebagian besar kecamatan belum 

memenuhi standar operasional yang ada. 

E. Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 

Kabupaten Gunungkidul 

Untuk mendapatkan infonnasi tentang strategi implementasi kebijakan 

layanao keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, peneliti Ielah melakukao 
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C. Gambaran Umum Informan Penelitian 

Untuk keperluan analisis penelitian, pada sub bab berikut diuraikan sekilas 

tentang garnbaran urn urn informan penelitian, antara lain mengenai umur informan, 

jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. 

1. Umur Infonnan 

Berdasarkan data yang diperoleh, umur terendah informan adalah 30 tahun, 

umur tertinggi adalah 55 tahun. Umur antara 35 s.d 44 tahun merupakan jurolah 

informan terbanyak pertama yakni 40%, diikuti infonnan yang berumur 45-54 

tahun sebanyak 30%, infonnan usia 30-35 tahun sebanyak 20%, dan infonnan usia 

55 tahun ke alas sebanyak 10%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

Tabel4 2 Komposisi Informan Berdasarkan Umur 
No Rentang Umur J umlah Inform an Persentase 

(tahun) (jiwa) (%) 
I 30-34 tahun 8 20 
2 35-44 tahun 16 40 
3 45-54 tahun 12 30 
4 55 tahun ke atas 4 10 

Total 40 100 
Sumber: Data pnmerterolah tahun 2017 

2. Jenis kelarnin infonnan 

Tabel 4 3 Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jurnlah Informan Persentase 

(jiwa) (%) 

I Laki-laki 12 30 

2 Perempuan 28 70 
Total 40 100 

Swnber: Data pnmer terolah tahun 2017 
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Dari data tabel di atas dapat diketabui babwa sebagian besar (70%) inform an 

beijenis kelamin perempuan. Dari kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran wanita 

dalarn pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

cukup besar. 

3. Pendidikan infonnan 

Tabel 4.4 Komposisi lnfonnan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat pendidikan Jumlah Informan Persentase 
Uiwa) (%) 

I SLTA 24 60 
2 SaJjana DIII/SI 12 30 
3 SaJjana S2 4 10 

Total 40 100 
Sumber. Data pnmer terolah tabun 2017 

Dari tabel di atas, memperlihatkan persebaran informan berdasarkan tingk:at 

pendidikan. Informan terbesar adalah pada tingkat pendidikan SL T A sebanyak 

60%, berpendidikan Sarjana DIII/S 1 sebanyak 30% dan yang berpendidikan S2 

sebanyak 10%. 

D. Peta dan Kondisi lmplementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTKdi Kabupaten Gunungkidul 

Kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan di 

semua wilayah kecarnatan di Kabupaten Gunungkidul. Dalarn pelaksanaan program 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, terdapat 1 kelompok keterpaduan 

di masing-masing kecamatau. Persebaran kelompok keterpaduan di masing-masing 

kecarnatan, bisa dilihat pada tabel berikut. 
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I. 

2. 

3. 

4, 

5, 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Tabel 4.5 Lokasi Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul 

LOKASI 
NAMA KELOMPOK BKB 

DESA KECAMATAN 

BKBCempaka Patuk Patuk 

BKBMawar Kampung Ngawen 

BKBBlewah Ngleri Playen 

BKBMenur Hargosari Tanjungsari 

BKB Mdati Handayani Wonosari Wonosari 

BKB Qurota A'yun Surnber Kidul Ponjong 

BKB Sejahtera Ngeposari Semanu 

BKB Mekarsai Jetis Saptosari 

BKBMenur Ngalang Gedangsari 

BKB Puspa Mekar Giricahyo Purwosari 

BKB Ngudi Rahayu Bendung Semin 

BKB Cerdas Tileng Girisubo 

BKBAmanah Girimulyo Panggang 

BKB Kasih lbu Giripanggung Tepus 

BKB Makanthi Bohol Rongkop 

BKBCerdas Surnberejo Karangmojo 

BKB AI Ma'ruf Nglipar Nglipar 

BKB Baitul Hikmah Mulusan Paliyan 

Surnber : Data pnmer terolah tahun 2017 
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Peta lokasi persebaran layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 

masing-masing desa bisa dilihat pada peta berikut ini. 
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Peta 4.1 Peta lokasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah 

Kabupaten Gunungkidul 

+ 

KA8.BAIIITUL 

+ 

+ 

Berdasarkan peta tersebut, persebaran layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul merata di sernua wilayah kecamatan. 

Persebaran lokasi layanan belum menjangkau seluruh desa yang ada. 
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Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

berbeda-beda di masing-masing lokasi. Berdasarkan wawancara dan observasi, 

terdapat tiga pola keterpaduan : 

1. BKB, PAUD, dan SDJDTK dilaksanakan terpadu di waktu dan tempat yang 

sama. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan. 

2. BKB dan PAUD dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang 

sama sedang SDIDTK dilaksanakan terpisah di Posyandu pacta waktu dan 

tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan 

3. BKB dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang 

sama sedang PAUD dilaksanakan terpisah pacta waktu dan tempat yang 

berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kali tiap bulan 

Berdasarkan buku panduan pelaksanaan BKB, PAUD, SDIDTK (BPMPKB, 

2013), standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sarna, dan di tempat 

yang sarna. Dari data basil penelitian diperoleh bahwa pola ideal baru dilakukan di 

10 kelompok dari 18 kelompok layanan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dataran pelaksanaan program dan kegiatan di lini lapangan, kebijakan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK bel urn terlaksana secara optimal. 

Pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di masing­

masing lokasi yang diteliti menunjukkan kondisi yang beragam. Standar 

operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sarna, dan di tempat yang sarna. Di 

BKB Cempaka Desa Patuk Kecamatan Patuk standar operasional ini sudah 
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terlaksana. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan 

sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya 

layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK 

dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sarnpai siang. Pada kelompok BKB 

Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul, standar 

operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum bisa 

dilaksanakan dengan baik.. Layanan dilaksanakan 1-2 kali sebulan dengan 

keterpaduan pada layanan PAUD dan BKB. Adapun layanan SDIDTK 

dilaksanakan di Posyandu di waktu dan tern pat yang berbeda. 

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

dilaksanakan bersarna, di waktu yang sarna, dan di tempat yang sama; belum bisa 

dilaksanakan dengan baik di BKB Blewab Desa Ngleri Kecarnatan Playen 

Kabupaten Gunungkidul. Di kelompok ini, layanan SDIDTK dan BKB 

dilaksanakan bersarnaan dan terpadu di Posyandu sebulan sekali sedangkan 

layanan P AUD dilaksanakan terpisab di lokasi lain dan di waktu yang berbeda 

juga. Walaupun demikian sudah terdapat koordinasi pada tingkat kader pelaksana 

untuk menguatkan keterpaduan program. Demikian juga di BKB Menur Desa 

Hargosari Kecarnatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, standar operasional 

layanan belum bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan dengan 

operasional pelaksanaan di waktu yang sama dan di tempat yang sama dilakukan 

untuk layanan SDIDTK dan BKB sebulan sekali. Adapun layanan PAUD 

dilaksanakan pada hari yang berbeda di tempat yang berbeda pula. 
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Stan<lar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; sudab bisa 

dilaksanakan dengan baik di BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan 

Wonosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan 

sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya 

layanan PAUD dilaksanakan terlebih dabulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK 

dan BKB. Ke~:,tiatan berlangsung dari pagi sampai siang. Hal ini terjadi juga di 

BKB Qurota A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong Kabupaten 

Gunungkidul. Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; 

sudab bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Qurota A'yun Desa Surnber Kidul 

Kecamatan Ponjong. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan 

sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis 

operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dabulu dirangkai dengan 

kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. 

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

dilak:sanakan bersama, di waktu yang sama, dan di ternpat yang sama; bel urn bisa 

dilaksanakan dengan baik di BKB Sejahtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu. 

Layanan keterpaduan dengan operasional pelaksanaan di waktu yang sama dan di 

tempat yang sama dilakukan sebulan sekali untuk layanan SDIDTK dan BKB. 

Adapun layanan PAUD dilaksanakan pada hari yang berbeda di tempat yang 

berbeda pula. Kondisi serupa terjadi di BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan 

Saptosari Kabupaten Gunungkidul. Standar operasional pelaksanaan kegiatan 
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BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di 

tempat yang sama; cukup bisa dilaksanakan dengan baik di BKB Mekarsari Desa 

Jetis Kecamatan Saptosari. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK 

dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. Pada teknis 

operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dabulu dirangkai dengan 

kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. 

Kegiatan belum terlaksana dengan rapi karena jumlab kader tidak berimbang 

dengan jumlah sasaran dan sarana prasarana yang ada. 

Pada kelompok BKB Menur Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari 

Kabupaten Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK dilaksanakan bersarna, di waktu yang sama, dan di tempat yang 

sama; sudab bisa dilaksanakan dengan baik. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sarna di tempat yang sama. 

Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dabulu dirangkai 

dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi sarnpai siang. 

Penggalian data di BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Pwwosari 

Kabupaten Gunungk:idul menunjukkan kondisi yang baik. Standar operasional 

pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersarna, di waktu 

yang sarna, dan di tempat yang sarna; sudab bisa dilaksanakan dengan baik di 

BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Pwwosari. Layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di 

tempat yang sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan 

terlebih dabulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan 
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berlangsung dan pagi sampai siang. Adapun di BKB Ngudi Rahayu Desa 

Bendung Kecamatan Semin Kabupaten Gunungk:idul, standar operasional 

pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu 

yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan dengan baik. 

Layanan PAUD dilaksanakan pacta hari yang sama di tempat yang berbeda pada 

pagi hari. Selanjutnya layanan BKB dan SD!DTK di Posyandu dilaksanakan pada 

hari yang sama di waktu dan tempat yang berbeda. 

Standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

dilaksanakan bersarna, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; bel urn bisa 

dilaksanakan dengan baik di BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Girisubo. 

Layanan ketecpaduan PAUD dan BKB dilaksanakan sebulan 1-2 kati. Posyandu 

dilaksanakan pacta hari yang sarna di waktu dan tern pat yang berbeda Di sisi yang 

lain standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sarna; sudah bisa 

dilaksanakan dengan baik di BKB Amanah Desa Girimulyo Kecamatan Panggang. 

Layanan keterpaduan BKB, PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di 

waktu yang sama di tern pat yang sama. Pacta tel<nis operasionalnya layanan PAUD 

dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. 

Kegiatan berlangsung dari pagi sampai siang. 

BKB Kasih Ibu Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten 

Gunungkidul, standar operasional pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan 

SD!DTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; 

sudah bisa dilaksanaksn dengan baik. Layanan keterpaduan BKB, PAUD, 
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SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang sama. 

Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu dirangkai 

dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kcgiatan berlangsung dari pagi sampai siang. 

BKB Makanthi yang berlokasi di Desa Bohol Kecamatan Rongkop 

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kelompok yang sedang 

dikembangkan untuk menjadi model di kecamatan. Standar operasional 

pelaksanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu 

yang sama, dan di ternpat yang sama; sudah bisa dilaksanakan dengan baik di 

BKB Makanthi Desa Bohol Kecarnatan Rongkop. Layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, SDIDTK dilaksanakan sebulan sekali, di waktu yang sama di tempat yang 

sama. Pada teknis operasionalnya layanan PAUD dilaksanakan terlebih dahulu 

dirangkai dengan kegiatan SDIDTK dan BKB. Kegiatan berlangsung dari pagi 

sampai siang. Walaupun dernikian kegiatan belurn terlaksana dengan baik karena 

keterbatasan jumlah kader yang tidak berimbang dengan jmnlah sasaran. 

Kelompok ini juga belum stabil melaksanakan layanan tiap bulannya. 

BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo Kabupaten 

Gunungkidul merupakan BKB rintisan di Kecamatan Karangmojo. Standar 

operasional pelakaanaan kegiatan BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan 

bersama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama; belum bisa dilaksanakan 

dengan baik di BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo. Layanan 

keterpaduan dilaksanakan sebulan sekali, di mana layanan PAUD dilaksanakan di 

gedung PAUD lalu setelalmya layanan BKB dilakukan bersama dengan SDIDTK 

di Posyandu. 
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pengumpulan data yang terdiri dari tiga aspek yaitu : pertama organisasi yang 

terdiri dari struktur organisasi, sumber daya manusia serta didukung perangkat 

hukum yang jelas, kedua interpretasi adalah pelaksanaan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan, petun_iuk pelaksana dan petunjuk teknis, dan yang ketiga 

pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan prosedur ketja, prograro ketja dan jadwal 

kegiatan. 

I. Aspek Organisasi 

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya surnber daya 

manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat­

alat ketja serta didukuog dengan perangkat hukum yang jelas. Berdasarkan 

wawancara dengan beberapa informan diperoleh data bahwa struktur organisasi 

memberikan grunbaran yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan 

kerangka pedoman ketja bagi pegawai/pelaksana guoa mengimplementasikan 

kebijak:an sesuai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. 

Berdasarkan basil wawancara dengan informan l tanggal 18 April 2017 

menyatakan bahwa: semenjak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 

dan KB berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan 

Ketentuan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terbentuklah Peraturan 

Bupati Nomor 65 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, Dan Tata Ketja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Perubahan 

kelembagaan dari badan ke dinas memberi kejelasan aspek organisasi 
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lmplementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

diampu oleh bidang pengendalian penduduk dan KB terutama pacta seksi 

Keluarga Berencana dan pada pelaksanaan di lini lapangan berkoordinasi 

dengan rumpunjabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. 

Sclanjutnya wawancara dengan informan 2 pacta tanggal 21 April 2017 

menyatakan bahwa struktur organisasi sudah ada, sejak penataan kelembagaan 

dan pejabat pada bulan Januari 2017, organisasi menjadi makin rapi. Terdapat 

masalah terkait implementasi kebijakan di lini lapangan, di mana sumber daya 

manusia masih terbatas. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) belum 

berimbang dengan jumlab desa yang ada Selain itu kader BKB yang terlatih 

juga masih terbatas. 

Dari wawancara dengan informan 1 dan infonnan 2 ini diperoleh data 

bahwa dari sisi organisasi struktur organisasi sudah tertata berikut tugas dan 

fungsinya. Adapun pada sisi sumber daya manusia, dukungannya belum optimal 

baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 

Wawancara dengan beberapa informan yang lain dan lini lapangan (para 

PKB) menyatakan babwa pada aspek regulasi, implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum didukung oleh peraturan yang 

jelas di tingkat kabupaten. Belwn ada Peraturan Daerah maupun Keputusan 

Bupati yang mengatur implementasi kebijakan ini di 1ini 1apangan. 

Menurut para informan dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK diperlukan kader yang memiliki pemabarnan tentang 

perkembangan anak usia dini secara holistik integratif serta pengetahuan tentang 
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pengelolaan layanan keterpaduan ini. Pada kenyataannya pelaksanaan layanan 

keterpaduan dilaksanakan oleh para kader yang sebagian besar belurn terlatih. 

Hal ini sesuai dengan basil wawancam dengan informan 21 selaku leader 

( tanggal 2 Mei 20 17) yang disetujui oleh beberapa informan kader dari 

kelompok lain. Informan 21 mengatakan: 

"Ya ... selama ini pelaksanaaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

dilakukan o/eh para para kader. Kegiatan di/aksanakan sebulan sekali. Di 

ke/ompok kami ada I 0 kader, yang terlatih baru 2 orang. Modalnya semangat 

dan kesungguhan mengabdi ke masyarakat ". 

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa jumlah surnber daya 

manusia yang berada di pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK masih terbatas. Jurnlah PNS PKB terbatas, di mana I 

PKB bisa mengampu 1-3 desa. Selain itu sumber daya kader yang telah 

mendapatkan pelatihan juga terbatas. 

Adapun di lokasi pelaksanaan kegiatan, berdasar basil pengarnatan dan 

analisa data diperoleh garnbaran yang berbeda-beda. BKB Cempaka Desa Patuk 

Kecamatan Patuk memiliki strulctur organisasi yang telah disahk:an melalui Surat 

Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan 

keterpaduan belum ada. Surnber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 

orang dengan 3 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB 

kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, bu.ku menjadi orangtua 

hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak 

sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan 

perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan 
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edukatif. BKB Mawar Desa Kampung Kecamatan Ngawen memiliki strukiur 

organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi 

sural keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya 

kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang tetapi belum memiliki kader 

terlatih. Perlengkapan kegiatm yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari 

buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong 

wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarona 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Sarana prasarana 

yang dimiliki tersebut belwn terpadu masih menjadi rnilik masing-masing 

layanan. 

BKB Blewah Desa Ngleri Kecarnatan Playen memiliki struktur organisasi 

yang telab disabkan melalui Sural Keputusan Kopala De sa. T eta pi sural 

keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Surnber daya kader 

sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader inti dan baru 2 kader 

terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari 

buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong 

wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif Sarana prasarana 

yang dimiliki tersebut belurn terpadu masih menjadi milik masing-masing 

layanan. 
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BKB Menur Desa Hargosari Kecamatan Tanjungsari memiliki struktur 

organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi 

sura! keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya 

kader sebagai tenaga pelaksana ada I 0 orang belum memiliki kader terlatih. 

Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku 

panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat 

sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan aJat pennainan edukatif. Sarana prasarana 

yang dimiliki tersebut belum terpadu masih menjadi milik masing-masing 

layanan. 

BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan Wonosari rnemiliki 

struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. 

Sura! keputusan yang menaungi layanan keterpaduan juga ada. Sumber daya 

kader sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader inti dan semua kader 

terlatih. Perlengkapan kegiatan yaug dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari 

buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong 

wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. BKB Qurota 

A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong memiliki struktur organisasi 

yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi sura! 

keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber daya kader 
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sebagai tenaga pelaksana ada 9 orang dengan 5 kader terlatih. Perlengkapan 

kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buko panduan 

pelaksanaan kegiatan, buku mer\iadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai 

media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan 

perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat 

ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. 

Pada kelompok BKB Sejabtera Desa Ngeposari Kecamatan Semanu 

memiliki struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan 

Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan bel urn 

ada. Sumber daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang dengan 6 kader 

terorientasi dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki 

berupa BKB kit yang terdiri dan buku panduan pelaksanaan kegiatan, buko 

menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegia~ 

kartu kembang anak: sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan 

pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat 

permaianan edukatif. Sebagian perlengkapan yang dimiliki sudab rusak dan 

tidak layak pakai. 

BKB Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari memiliki struktur 

organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi 

surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belurn ada. Sumber daya 

kader sebagai tenaga pelaksana ada 12 orang 6 kader terlatih. Perlengkapan 

kegiatan yang dimihki berupa BKB kit yang terdiri dari buko panduan 

pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai 
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media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan 

perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat 

ukur tinggi badan, dan alat pennainan edukatif Adapun BKB Menur Desa 

Ngalang Kecamatan Gedangsari memiliki struktur organisasi yang telah 

disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang 

menaWlgi layanan keterpaduan belurn ada. Sumber daya kader sebagai tenaga 

pelaksana ada 9 orang dan baru 2 kader terlatih. Sebagian kader sudah pernah 

mendapatkan orientasi kegiatan. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa 

BKB kit yang terdiri dan buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi 

orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu 

kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan 

pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat 

pennainan edukatif 

B.KB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari memiliki 

struktur organisasi yang telah disaltkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. 

Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belurn ada. Surnber 

daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang belum ada kader terlatih, tapi 

semua kader sudah pemah mendapatkan orientasi kegiatan. Perlengkapan 

kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dan buk"U panduan 

pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai 

media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana pantauan 

perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alat 

ukur tinggi badan, dan alat pennainan edukatif. BKB Ngudi Rahayu Desa 
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Bendung Kecamatan Semin memiliki struktur organisasi yang telah disahkan 

melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi 

layanan keterpaduan belurn ada. Surnber daya kader sebagai tenaga pelaksana 

ada 12 orang sudab pemab mendapatkan orientasi kegiatan dan baru 2 kader 

terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari 

buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong 

wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat pennaianan edukatif. Sarana prasaran 

yang dimiliki tersebut belwn terpadu masih menjadi milik masing-masing 

layanan. 

Kelompok BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan Girisubo memiliki 

struktur organisasi yang telab disabkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. 

Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan helum ada. Sumber 

daya kader sebagai tenaga pelaksan• ada 13 orang dengan 5 kader terlatih. 

Perlengkapan kegiatan yang dimiliki herupa BKB kit yang terdiri dari buku 

panduan pelaksanaan kegiatan. buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat 

sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak., 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Ke1ompok yang 

lain adalab BKB Amanab Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten 

GunungkiduL BKB Amanab Desa Girimulyo Kecamatan Panggang memiliki 

struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. 
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Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber 

day a kader sebagai tenaga pelaksana ada I 0 orang, 6 orang sudah mendapatkan 

orientasi kegiatan dan bam 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki 

berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduao pelaksanaan kegiatan, buku 

menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, 

kartu kembang aoak sebagai sarana paotauao perkembaogao aoak, buku catatan 

paotauao perkembaogao aoak, timbaogao, alat ukur tinggi badao, dan alat 

permainan edukatif. 

BKB Kasih lbu Desa Giripaoggung Kecamatan T epus memiliki struktur 

orgaoisasi yang telah disahkan melalui Sural Keputusao Kepala Desa. Tetapi 

surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Surnber daya 

kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang sudah pemah mengikuti kegiatan 

orientasi program. Perlengkapao kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yaog 

terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi oranbrtua hebat, 

kaotong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembaog anak sebagai 

sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan 

anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat permainan edukatif. Kondisi 

berbeda ada di BKB Makanthi Desa Bohol Kecamatan Rongkop yaog memiliki 

struktur orgaoisasi yang Ielah disahkao melalui Sural Keputusan Kopala Desa. 

Tetapi surat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Sumber 

daya kader sebagai tenaga pelaksana ada 14orang dengan 4 kader terlatih. 

Perlengkapao kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yiillg terdiri dari buku 

panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat 
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sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alai ukur tinggi badan, dan alai permainan edukatif 

BKB Cerdas Desa Surnberejo Kecarnatan Karangmojo belum memiliki 

struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. 

Surat keputusan yang menaungi lay3Jlan keterpaduan belwn ada. Sumber daya 

kader sebagai tenaga pelakSiilla ada 8 orang. Perlengkapao kegiatao yang 

dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduao pelaksanaao kegiatan, 

buku menjadi orangtua hebat, kaotong wasiat sebagai media pelaksanan 

kegiatao, kartu kembang anak sebagai sarana paotauan perkembaogan anak, 

buku catatan pantauan perkembangan anak, timbangan, alai ukur tinggi badan, 

dan alat permainan edukatif Sarana prasaran yang dimiliki tersebut belum 

terpadu masih menjadi milik masing-masing layanan. BKB AI Ma'ruf Desa 

Nglipar Kecarnatan Nglipar memiliki struktur organisasi yang telab disabkan 

melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi surat keputusan yang menaungi 

layanan keterpaduao belum ada. Surnber daya kader sebagai tenaga pelaksana 

ada 14 orang dan baru 2 kader terlatih. Perlengkapan kegiatan yang dimiliki 

berupa BKB kit yang terdiri dari buku panduao pelaksanaan kegiatan, buku 

menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, 

kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buk:u catatan 

pantauan perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat 

permainan edukatif. 
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BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecamatan Paliyan memiliki struktur 

organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Tetapi 

sural keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belurn ada Surnber daya 

kader sebagai tenaga pelaksana ada 5 orang dengan 4 kader terlatih. 

Perlengkapan kegiatan yang dimiliki berupa BKB kit yang terdiri dari buku 

panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua hebat, kantong wasiat 

sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak sebagai sarana 

pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan perkembangan anak, 

timbangan, alat ukur tinggi badan, dan ala! permainan edukatif. 

2. Interpretasi 

Dalam hal interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah pelaksanaan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDJDTK sesuai dengan 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat 

berwewenang. 

Berdasarkan wawancara dengan informan kader pelaksana, diperoleh data 

bahwa di semua lokasi keterpaduan BKB, PAUD, dan SDJDTK sudah 

mendapatkan BKB kit yang berisi buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku 

menjadi orangtua hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanaan kegiatan, 

kartu kembang anak sebagai sarana pantauan perkembangan, serta alat 

permainan edukatif. Dalam pelaksanaan kegiatan, kader berusaha melaksanakan 

sesuai panduan dan petunjuk pelaksanaan. Panduan dan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan itu sudah dimiliki oleh semua kelompok. 
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Berdasar basil pengamatan dan analisa data diperoleh garnbaran bahwa 

kelompok yang sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan adalah :BKB Cempaka Desa Patuk 

Kecarnatan Patuk, BKB Melati Handayani Desa Wonosari Kecamatan 

Wonosari, BKB Qurota A'yun Desa Sumber Kidul Kecamatan Ponjong, BKB 

Mekarsari Desa Jetis Kecamatan Saptosari, BKB Menur Desa Ngalang 

Kecamatan Gedangsari, BKB Puspa Mekar Desa Giricahyo Kecamatan 

Purwosari, BKB Amanah Desa Girimulyo Kecarnatan Panggang, BKB Kasih 

Ibu Desa Giripanggung Kecarnatan Tepus, BKB Makanthi Desa Bohol 

Kecarnatan Rongkop, BKB Baitul Hikmah Desa Mulusan Kecarnatan Paliyan. 

Adapun kelompok yang masih memiliki keterbatasan dan belum 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

kegiatan adalah : BKB Mawar Desa Karnpung Kecarnatan Ngawen, BKB Blewah 

Desa Ngleri Kecamatan Playen, BKB Menur Desa Hargosari Kecamatan 

Tanjungsari, BKB Sejahtem Desa Ngeposari Kecarnatan Semanu, BKB Ngudi 

Rahayu Desa Bendung Kecamatan Semin, BKB Cerdas Desa Tileng Kecamatan 

Girisubo, BKB Cerdas Desa Sumberejo Kecamatan Karangmojo, BKB AI Ma'ruf 

Desa Nglipar Kecarnatan Nglipar. 

3. Pelaksanaan 

Pelaksanan disini dimaksudkan apakah pemturan!kebijakan berupa 

petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Ielah be~alan sesuai dengan ketetentuan. 

Untuk dapat melihat basil ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur 
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keija yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan dalam melaksanakan 

kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut. Dari basil 

wawancara dengan kader pelaksana dapat disimpulkan bahwa prosedur 

pelaksanaan kegiatan baru sebagian yang Ielah dilaksanakan sebagaimana 

mestinya dengan berbagai keterbatasan karena masing-masing personil belum 

sepenuhnya paham ketugasannya dan di beberapa lokasi jumlah kader tidak 

proporsional dibandingjumlah sasaran. 

Berdasarkan pengamatan peneliti jumlah tenaga kader yang terlatih dan 

memiliki ketrampilan dalam pengelolaan kelompok masih sangat kurang. Selain 

itu hampir semua kelompok belum merniliki program kerja yang terstruktur. 

Jadwal kegiatan sudah ada tetapi tidak tertib dilaksanakan. Hanya 7 dari 18 

kelompok keterpaduan yang ada yang tertib dan disiplin melaksanakan program 

sesuai jadwal. Prosedur ketja dan program kerja layanan keterpaduan yang 

merupakan rwnusan kelompok di 18 kelompok belum tersusun. 

F. Masalah Yang Ada Terkait Implementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK 

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan kepada infonnan Penyuluh 

KB, berbagai permasalahan diternui dalam implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul 

dilakukan oleh para kader yang sebagian besar belum mendapatkan pelatihan 

intensif Terjadi regenerasi kader di mana kader terlatih sebagian sudah tidak aktif 
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lagi. Selain itu belum ada regulasi berupa peraturan daerab atau keputusan Bupati 

yang mengatur secara legal formal segala hal terkait implementasi kebijakan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Hal 

ini memberi dampak pada lemabnya kekuatan kebijakan dan dukungan anggaran 

pacta implementasi kegiatan di lini lapangan. 

Permasalahan lain yang diteinui menyangkut lemahnya koordinasi dan 

konsolidasi lintas sektor yang terkait implementasi kebijakan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul; di mana dalam dataran 

teknis kebijakan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerab DP3AKBPMD, Dinas 

Pendidikan, Pemuda, dan Olabraga, Dinas Kesehatan, dan TP PKK Rendabnya 

daya dukung anggaran dari pemerintah untuk terlaksananya implementasi kebijakan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDJDTK di Kabupaten Gunungkidul. 

Sumber daya manusia pelaksana implementasi kebijakan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK masih terbatas baik pada sisi kualitas maupun 

kuantitas, baik di jajaran organisasi perangkat daerab, petugas fungsional di lini 

lapangan, maupun kader pelaksana di masyarakat. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam wawancarn tanggal 3 Mei 2017, 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyatakan 

belum adanya produk perundangan berupa peraturnn daerab sebagai salab satu 

masalah utama dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. 
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Pada lini lapangan pelaksanaan kegiatan di kelompok-kelompok kegiatan, 

kader pelaksana di kelompok BKB menyebutkan berbagai masalah yang ditemui 

sebagai berikut : 

Tabel4.6 Permasalaban yang ditemui kelompok 

NO NAMA KELOMPOK BKB PERMASALAHAN 

I. BKB Cempaka Minimnya kader terlatih, kurangnya 

sarana prasarana, mtmmnya dana dan 

pemerintah. 

2. BKBMawar Minimnya kader terlatih, , minimnya 
dana dari pemerintah. 

3. BKBBiewah Minimnya kader terlatih, jumlah kader 
tidak berimbang dengan jumlah sasaran, 
minimnya dana dari pemerintah. 

4, BKBMenur Minimnya leader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

5, BKB Melati Handayani Minimnya pendampingan dari petugas, 
kurangnya sarana prasarana, minimnya I 

dana dari pemerintah, sulitnya 
I 

pengkaderan (kader senior sudah mulai 
pensiun) 

6. BKB Qurota A'yun Minimnya kader terlatih, minimnya dana 
dari pemerintah. 

·-
7. BKB Sejahtera Minimnya kader terlatih, kurangnya 

sarana prasarana, minimnya dana dari 
pernerintah, keterbatasan SDM pengelola. 

8. BKB Mekarsari Minimnya kader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, mimmnya dana dari 
pemerintah. 

·---
9. BKB Menur Minimnya kader terlatih, kurangnya 

sarana prasarana, minimnya dana dari 
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pemerintah. 

10. BKB Puspa Mekar Minimnya kader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah, kesulitan mengelola kegiatan 
karena kader merangkap berbagai 
kegiatan sekalgus di masyarakat. 

II. BKB Ngudi Rahayu Minimnya leader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

12. BKB Cerdas Minimnya kader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

13. BKBAmanah Minimnya kader terlatih, karangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

14. BKB Kasih Ibu Minimnya kader terlatih, kurangnya 
' saraua prasarana, minimnya dana dari 

pemerintah. 

115 BKB Makanthi Minimnya kader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

16. BKBCerdas Minimnya kader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

17. BKB AI Ma'ruf Minimnya kader terlatih, kurangnya 
sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

--
18. BKB Baitul Hikmah Minimnya kader terlatih, kurangnya 

sarana prasarana, minimnya dana dari 
pemerintah. 

Berdasarkan data di atas, nampak bahwa masalah utarna dalam implementasi 

1ayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ada pada 3 hal utama yaitu : 
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1. Aspek regulasi dengan belum adanya produk perundangan baik berupa peraturan 

daerah maupun keputusan bupati yang secara legal formal mengatur implementasi 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDJDTK ini di wilayah 

Kabupaten Gunungkidul. 

2. Aspek pendanaan dengan minimnya anggaran dari pemerintah maupun swadaya 

masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK ini di masyarakat. 

3. Aspek kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bel urn memadai. 

Faktor-faktor atau dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan adalah tujuan dan sasaran kebijakan, struktur organisasi, 

sumberdaya baik dana maupun surnber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, 

kondisi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Van Meter dan 

Van Hom (1975) bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, somber daya, 

hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi 

dan politik, dan disposisi implementor. Berdasar data permasalahan tersebut di atas, 

nampak bahwa keberhasilan implementasi k<bijakan belum optimal. Pada aspek 

sumber daya, masih banyak kelompok layanan yang belum momiliki sumber daya 

terlatih, sumber daya penganggaran juga terbatas. Hubungan antar organisasi di 

tingkat kabupaten dengan kelompok Jayanan lebih bersifat koordinatif dan 

pembinaan. Secara legalitas belum semua kelompok layanan memiliki ketetapan 

hokum sebagai organisasi, belum ada SK dari pemerintah desa maupun instansi 

terkait. 
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G. Tindakan yang diambil untuk mengatasi Masalah Implementasi Kebijakan 

Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

Psda dataran kebUakan di level pe!aksana di dinas, berbagai upaya dilakukan 

untuk mengatasi masalab yang ada. DP3AKBPMD sebagai organisasi perangkat 

daerah melakukan inovasi pola pelatihan SDM pelaksana; di mana pada satu fase 

pelatihan dilakukan secara intensif kepada beberapa kelompok saja dengan 

melihatkan semua kader/pengelola di kelompok yang terpilih. Dengan pola ini 

diharapkan wawasan dan skills kader akan lebih merata. Di sisi yang lain, 

dilakukan pola kemitraan dalam implementasi kebijakan Jayanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dengan pihak swasta dan 

lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah melalui dinas juga memotivasi pelaksana 

di lini lapangan dalam forwn musrenbang di desa untuk: bisa rnelakukan advokasi 

dan komunikasi guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah desa 

melalui alokasi dana desa dalam rangka implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten GunungkiduL 

Adapun di lini kader pelaksana, informan menyatakan bahwa kader berusaha 

meningk:atkan pernahaman secara mandiri dengan forum-forum diskusi di 

masyarakat. Selain itu di beberapa lokasi (Semanu, Ponjong, Wonosari, Panggang, 

dan Tepus) juga berusaha menggali dana swadaya dari masyarakat. Komunikasi, 

infonnasi. dan edukasi dari Penyuluh KB dan para kader pelaksana kepada 

masyarakat juga dilakukan sebagai upaya mendukung implementasi kebijakan 

Jayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten GunungkiduL 
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Lebih lanjut penggalian data kepada para Penyuluh Keluarga Berencana 

sebagai petugas fungsional sumber daya manusia di lini lapangan, menunjukkan 

tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah irnplementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK meliputi : melakukan strategi pembinaan 

rutin kepada kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK; 

melaksanakan mekanisme operasional untuk koordinasi dan konsolidasi rutin di lini 

lapangan berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa, pertemuan kader, 

dan kunjungan ke kelompok. Para Penyuluh KB juga memfasilitasi pelaksanaan 

orientasi dan pelatihan kader keterpaduan baik di tingkat kabupaten, kecamatan 

maupun desa; melakukan upaya pengembangan kelompok kegiatan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK agar persebararmya lebih meluas di 

wilayah kerja~ dan membersamai upaya advokasi dan pendekatan kepada 

pemerintah desa untuk: mengakses alokasi dana desa bagi pelaksanaan kegiatan 

keterpaduan ini. 

Pada dataran operasional teknis ketugasan, Penyuluh KB melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi dalam jabatan fungsional penyulub KB dengan baik, utamanya 

pada fungsi penyul'..lban/KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta pelayanan 

yang terkait implementasi layanan ketcrpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 

wilayab kerja. Selain itu juga dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah keija 

Berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah implementasi 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut cukup efektif 

meng-o:ttasi roasalah walaupun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil 
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observasi dan wawancara dengan infonnan 2, daJam jangka pendek yang dirasakan, 

beberapa tindakan yang dilakukan terutama pada pengelolaan pelatihan kader 

cukup efektif untuk mengatasi masalah yang ada utamanya pada peningkatan 

kuahtas sumber daya manusia. Untuk masalah penganggaran yang terbatas, 

berbagai tindakan yang dilakukan dirasa belum efektif Diperlukan kesadaran dan 

kepedulian berbagai pibak akan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK baik pada dataran regulasi berupa peraturan perundangan 

tingkat daerah maupun dukungan anggaran. 

Adapun berbagai tindakan yang dilakukan oleh petugas fungsional lini 

lapangan cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan 

implementasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di lini lapangan. 

Terbukti layanan keterpaduan ini tetap berlangsung secara rutin di masing-masing 

kelompok walaupun kurang berkembang dan masih memiliki banyak keterbatasan. 

Belurn ada tindakan nyata yang ditempuh untuk mewujudkan adanya regulasi 

berupa peraturan daerah atau keputusan bupati tentang layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul. Tindakan yang ditempuh tidak 

efektif untuk mengatasi pennasalahan aspek regulasi sehingga berdampak pula 

pada belum teratasinya masalah dukungan anggaran dari pemerintah. 
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PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Berdasarkan basil pembahasan mengenai implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

I. Mengacu pada peta dan kondisi implementasi kebijakan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan 

babwa implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 

bel urn optimal dilaksanakan. Lokasi pelaksanaan sudah merata di semua wilayah 

kecamatan tetapi persebarannya masih belum mencakup seluruh wilayah desa. 

Terdapat 18 lokasi layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 18 desa, 

sekitar 12,5% dari total 144 desa yang ada. Kondisi pelaksanaan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK juga belum optimal, di mana model 

utama keterpaduan dilaksanakan di waktu dan tempat yang sarna belum 

dilakukan oleh semua kelompok. Kondisi pelaksanaan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK berbeda-beda di masing-masing lokasi. Secara 

urn urn terdapat tiga pola keterpaduan : 

a). BKB, PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu dan tempat yang 

sama. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1M2 kali tiap bulan. 

b). BKB dan PAUD dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat yang 

sama sedang SDIDTK dilaksanakan terpisah di Posyandu pada waktu dan 

tempat yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dllaksanakan 1-2 kali tiap bulan 

89 
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c). BKB dan SDIDTK dilaksanakan terpadu di waktu yang sama dan tempat 

yang sama sedang PAUD dilaksanakan terpisah pada waktu dan tempat 

yang berbeda. Kegiatan keterpaduan dilaksanakan 1-2 kah tiap bulan 

Standar operasional pelaksanaan kegiatan yang ideal adalah kegiatan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK dilaksanakan bersama, di waktu yang sarna, dan di 

tempat yang sama. Dari data basil penelitian diperoleh bahwa pola ideal baru 

dilaknkan di 10 kelompok dari 18 kelompok layanan yang ada. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada dataran pelaksanaan program dan kegiatan di lini 

lapangan, kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK belum 

terlaksana secara optima1. 

2. Berdasar pada aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan, irnplementasi 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul sudah terlaksana dengan cukup baik. Setiap organisasi harus 

memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung 

dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi memberikan gambaran 

yang jelas tentang jabatan, tupoksi dan merupakan kerangka pedoman keija bagi 

pegawai/pelaksana guna mengimplementasikan kebijakan sesuai visi dan misi 

K.abupaten Gunungkidul. Berdasarkan basil penelitian implementasi kebijakan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK diampu oleh bidang 

pengendalian penduduk dan KB terutama pada seksi Keluarga Berencana dan 

pada pelaksanaan di lini lapangan bcrkoordinasi dengan rumpun jabatan 

43251.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



91 

fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Pada aspek orgamsast, struktur 

organisasi sudah tertata berikut tugas dan fungsinya. Adapun pada sisi sumber 

daya manusia, dukungannya belum optimal baik dari segi kuantitas maupun dari 

segi kualitas. Jumlab sumber daya manusia yang berada di pelaksanaan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK masih terbatas. 

Jumlab PNS PKB terbatas, di mana I PKB bisa mengampu 1-3 desa. Selain itu 

sumber daya kader yang telab mendapatkan pelatihan juga terbatas. Pacta aspek 

regulas;, implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK bel urn didukung oleh peraturan yang jelas di tingkat kabupaten. Belum 

ada Peratumn Daerah maupun Keputusan Bupati yang mengatur implementasi 

kebijakan ini di lini lapangan. Pada lini kelompok pelaksana layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK, hampir semua kelompok memiliki 

struktur organisasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. 

Tetapi swat keputusan yang menaungi layanan keterpaduan belum ada. Semua 

kelompok telab memiliki perlengkapan kegiatan yang diperlukan berupa BKB 

kit yang terdiri dari buku panduan pelaksanaan kegiatan, buku menjadi orangtua 

hebat, kantong wasiat sebagai media pelaksanan kegiatan, kartu kembang anak 

sebagai sarana pantauan perkembangan anak, buku catatan pantauan 

perkembangan anak, timbangan, alat ukur tinggi badan, dan alat pennainan 

edukatif. 
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3. Berdasarkan basil penelitian, masalah utama dalam implementasi kebijakan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul 

adalab: 

a) Aspek regulasi, dengan belum adanya produk perundangan baik berupa 

peraturan daerah maupun keputusan bupati yang secara legal formal mengatur 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PSUD, dan SDJDTK ini 

di wilayah Kabupaten GunungkiduL 

b) Aspek pendanaan dan dukungan anggaran, dengan minimnya anggaran dari 

pemerintah maupWl swadaya masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK ini di masyantkat. 

c) Aspek sumber daya man usia, berupa kualitas dan kuantitas surnber daya 

manusia pelaksanan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, 

PSUD, dan SDIDTK ini di wilayab Kabupaten Gunungkidul yang belum 

memadai. 

d) Lemahnya koordinasi dan konsolidasi lintas sektor yang terkait implementasi 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul; di mana dalam dataran teknis kebijakan ini mehbatkan 

Organisasi Perangkat Daerah DP3AKBPMD, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 

Olabraga, Dinas Kesehatan, dan TP PKK. 

4. Berdasarkan basil penelitian, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah 

implementasai kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 

Kabupaten Gunungkidul antara lain : 
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a) Pemegang kebijakan : melakukan inovasi pola pelatihan SDM pelaksana, 

melakukan kemitraan dalam implementasi kebijakan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul dengan pihak swasta 

dan lembaga swadaya masyarakat, memotivasi pelaksana di lini lapangan 

dalam forum musrenbang di desa untuk bisa melakukan advokasi dan 

komunikasi guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah desa 

melalui alokasi dana desa. 

b) Kader pelaksana : berusaha meningkatkan pemahaman secara mandiri 

dengan forum-forum diskusi di masyarakat, berusaha menggali dana 

swadaya dari masyarakat. 

c) Petugas fungsional di lini lapangan : melakukan strategi pembinaan rutin 

kepada kelompok kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK; 

melaksanak:an mekanisme operasional untuk koordinasi dan konsolidasi 

rutin di lini lapangan berupa rapat koordinasi di tingkat kecamatan dan desa, 

pertemuan kader, dan kunjunga11 ke kelompok~ memfasilitasi pelaksanaan 

orientasi dan pelatihan kader keterpaduan baik di tingkat kabupaten, 

kecamatan maupun desa; melakukan upaya pengembangan kelompok 

kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK agar 

persebarannya lebih meluas di wilayah kerja; membersarnai upaya advokasi 

dan pendekatan kepada pemerintah desa untuk mengakses alokasi dana desa 

bagi pelaksanaan kegiatan keterpaduan ini; melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi dalam jabatan fungsional penyuluh KB dengan baik, utamanya pada 

fungsi penyuluhan/KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) serta 
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pelayanan yang terkait implementasi l£<yanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK di wilayah ketja; melakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi 

kegiatan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah kerja 

5. Berbagai tindakan yang diambil untnk mengatasi masalah implementasi 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK tersebut cukup 

efektif mengatasi masalah walaupun belwn sepenuhnya optimal. Pengelolaan 

pelatihan kader cukup efektif untuk mengatasi masalah yang ada utamanya pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk masalah penganggaran yang 

terbatas, berbagai tindakan yang dilakukan belum efektif mengatasi masalah. 

Adapun berbagai tindakan yang dilakukan oleh petugas fungsional lini lapangan 

cukup efektif untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan implementasi 

layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di lini lapangan. Tindakan 

yang ditempuh tidak efektif untuk mengatasi permasalahan aspek regulasi 

sehingga berdampak pula pada belum teratasinya masalah dukungan anggaran 

dari pemerintah. 

b. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi secara teoritis 

dalam rangka pengembangan il.nu pengetahuan khususnya terkait ilmu kebijakan 

publik. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu terkait 

pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara terpadu. Pada basil penehtian 
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ini dapat diketahui bahwa secara teoritis, penelitian ini secara keseluruhan 

mendukung beberapa teori yang telah disampaikan pada bagian awal penelitian. 

Hal penting yang berhubungan dengan implikasi teoritis penelitian ini dapat 

dijabarkan adalab bahwa suatu kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya 

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan. DP3AKBPMD sebagai pelaksana 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Anderson (2014) bahwa: "Dimensi paling inti dari kebijakan publik 

adalab proses kebijakao". Dalaro hal ini kebijakan publik dilihat sebagai sebuab 

proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistern yang bergerak dari satu bagian ke 

bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. 

Pelak:sanaan atau implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh implementing 

agency, yaog dalarn hal ini dilaksanakan oleh DP3AKBPMD sebagai bagian dari 

birokrasi pemerintah daerab). 

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor-faktor atau dimensi yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan adalab tujuan dan 

sasaran kebijakan, struktur organisasi, swnberdaya baik dana maupun surnber daya 

manusia sebagai pelaksana kebijakan, kondisi sosial masyarakat Hal ini sejalan 

dengan pendapat dari Vao Meter dan Van Horn (1975) babwa ada 6 faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran 

kebijakan, somber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, 

kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. 
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Dalam penelitian ini juga tergali teori yang disapaikan oleh Jones (1994) 

tentang tiga pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, 

dan pelaksanaan. 

c. Implikasi Kebijakan 

I. Untuk mengoatkan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul, pemerintah daerah perlu menginisiasi 

produk peraturan daerah nntuk diajukan ke legislatif sehingga kebijakan ini bisa 

dilaksanakan dengan lebih masif mengingat kebermanfaatannya di masyarakat 

Produk peraturan daerah ini diharapkan akan mempengaruhi kebijakan 

penganggaran dan penetapan prioritas program pembangunan terkait layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gnnnngkidul. 

2. Sinergisitas berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun sektor ketiga bisa 

dikuatkan guna mengatasi pennasaJahan yang ada terkait implementasi 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunnngkidul. 

d. Keterbatasan dan Hambatao Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, narnun demikian masih memiliki keterbatasan diantaranya : 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan jangkauan wilayah penelitian di mana 

dalam penelitian ini terfokus di DP3AKBPMD dan perangkat pelaksana di 

bawabnya. 
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2. Penelitian ini memiliki keterbatasan juga dalam eksplorasi lebih lanjut harnbatan 

dalam penetapan regulasi tentang Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan 

SDIDTK di Kabupaten GunungkiduL 

3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggalian dan analisa data-data 

kuantitatifyang terakses. 

e. Saran 

I. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, perlu dilakukan penelitian 

sejenis dengan lokasi penelitian lintas sektor di Dinas Kesehatan dan Dinas 

Pendidikan, Pemuda. dan Olahraga yang secara teknis rnemiliki tugas dalam 

pelaksanaan program SDIDTK dan PAUD. 

2. Diperlukan penelitian lain untuk mendalami hambatan dalam penetapan 

regulasi tingkat pemerintah daerah terkait kebijakan layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK. Bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan 

penelitian dengan tema yang sama, diharapkan melakukan penelitian lebih 

mendalam terkait hal ini. 

3. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan tema yang sama bisa melakukan 

penelitian dengan metode kuantitatif untuk mendapatkan data dan analisis 

berbasis kuantitatif. 
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PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN 

Wawancara ini merupakan cara untuk menggali infonnasi rnengenai pendapat infonnan 

yang berkaitan dengan judul penelitian "lmplementasi Kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kahupaten Gunungkidul". 

Jawaban yang Bapakllbu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu di 

tempat kerja karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan akademis. Untuk itu 

kami mengharap inforrnasi serta jawaban yang sesungguhnya dari Bapakllbu sesuai dengan 

pendepat Bapak/Ibu mengenai hal yang kami tanyakan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih. 

IDENTIT AS INFORMAN 

1. Nama 

2. Umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Status Perkawinan 

5. Pendidikan terkahir 

6. Jabatan 

7. Instansi11embaga 
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DAFTAR W A W ANCARA PENELITIAN 

A Kepala Bidang dan Kepala Seksi 

I. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3AKBPMD telak terlaksana secara 

optimal sesuai tugas dan fungsinya? 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung 

implementasi kebijakan layanan keter,>aduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul? 

3. Apakah peraturanfregulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di 

dinas? 

8. Sejauhmana efektivitas tindakan tersebut untuk. mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 
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B. Penyuluh Keluarga Berencana 

1 Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apakah menurut Anda sistem organisasi yang 

ada di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya? 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal guna mendukung 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gtmungkidul? 

3. Apakah pemturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidu]? 

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

5. Bagaimana peta dan kondisi irnplementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di wilayah Anda? 

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di wilayah Anda? 

7. Apa rnasukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada? 

8. Bagaimana pemn Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan 

yang ada? 

9. Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang kebijakan terkait 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul? 
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C. Kader pelaksana 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di ke!ompok 

Anda? Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 

Anda? 

3. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mendapatkan pelatihan terkait layanan 

kererpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

4. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda' 

5. Adakah hambatan dan kendala yang diternui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? 

6. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

7. Menurut Anda bagaimana du1:ungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda' 

8. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di kelompok Anda? 

9. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di 

dinas? 
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PANDUAN WA WANCARA PENELITIAN 

Wawancara ini merupakan cara untuk menggali informasi mengenai pendapat informan 

yang berkaitan dengan judul penelitian "lmplementasi Kebuakan Layanan Keterpaduan BKB, 

PA UD, dan SDIDTK Studi Kasus di Kabupaten Gunungkidul ". 

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/lbu di 

tempat kerja karena penelitian ini dilakukan semata-mata Wltuk kepentingan akademis. Untuk itu 

kami mengharap informasi serta jawaban yang sestmgguhnya dari Bapak/Ibu sesuai dengan 

pendepat Bapakflbu mengenai hal yang kami tanyakan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya dalam penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih. 

IDENTITAS INFORMAN 

I. Nama 

2. Umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Status Perkawinan 

5. Pendidikan terkahir 

6. Jabatan 

7. lnstansi!lembaga 
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DAFTAR W A WANCARA PENELITIAN 

A Kepala Bidang dan Kepala Seksi 

L Apakah menurut Anda organisasi yang ada di DP3AKBPMD telak terlaksana secara 

optimal sesuai tugas dan fungsinya? 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini lapangan sudah optimal gnna mendnkung 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul? 

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan 

keterpadnan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidu!? 

4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidu!? 

5 Bagaimana peta dan kondisi implementasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan kcterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 

7. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di 

dinas? 

8. Sejauhmana efektivitas tindakan tersebut untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan 

kebijakanlayanan keterpadnan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? 
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B. Penyuluh Keluarga Berencana 

1. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, apak:ah menumt Anda sistern organisasi yang 

ada di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal sesuai tugas dan fungsinya? 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPrviD dan lini lapangan sudah optimal guna rnendukung 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul? 

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul' 

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implernentasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, 

PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Guuungkidul? 

5. Bagaimana peta dan kondisi implernentasi kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di wilayah Anda? 

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di wilayah Anda? 

7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah yang ada? 

8. Bagaimana peran Anda dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok keterpaduan 

yang ada? 

9. Menurut Anda apa yang scharusnya dilakukau olch pemegang kebijak:an terkait 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 

Gunungkidul? 
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C. Kader pelaksana 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok 

Anda? Bisa Anda ceritakan !eknisnya? 

2. Berapa orang kader yang terlibat dalam pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 

Anda? 

3. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah mcndapatkan pclatihan terkait layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

4. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 

keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? 

5. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan layanan keterpaduan 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? 

6. Apak:ah kondisi kader di kelompok Anda sudah optimal guna mendukung pelaksanaan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

7. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah dan petugas lapangan dalam pelaksanaan 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di wilayah Anda? 

8. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, 

dan SDIDTK di kelompok Anda? 

9. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang kebijakan di 

d. ? mas. 
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' 

PANDUAN OBSERV ASI 

Untuk melengkapi data yang dipemleh melalui wawancara, maka dalam penelitian ini juga 

dilakukan metode pengumpulan data melalui observasi. Observasi ini dilaksanakan pada 

pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK di kelompok. Melalui observasi 

terhadap kegiatan ini, diharapkan akan diperoleh infonnas1 dan gambaran mengena1 

implementasi .kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK. 
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REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di Secara struktur organisasi sudah ada dan Inforrnan 1 
DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati. 
sesuai tugas dan fungsinya? T etapi perubahan kelembagaan yang ada 

belurn sepenuhnya optimal melaksanakan 
tugas dan fungsi. 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini Informan 1 
lapangm sudah optimal guna mendukung Di lini lapangan jumlah PLKB masih kurang 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan jika dibandingkan dengan wilayah yang 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten diarnpu. Masih ada PKB/PLKB yang 
Gunungkidul? mengarnpu 2-3 desa. 

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait lnfonnan I 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan Belum ada, kita masih mengacuke Peraturan 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten Gubemur. Kalau di kabupaten peraturan 
Gunungkidul? bupati bel urn punya. 

4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan Kita tumnkan dari juknis BKKBN Informan 1 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 
Gunungkidul? 

·- ··- -- - -
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5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi I di setiap kecamatan, itu minimalnya. ~•forman I 
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, dan Peng~mbangan dimungkinkan untuk desa-
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidu!? desa yang siap. 

·----
6. Masa!ah apa saja yang ada berkaitan dengan Informan 1 

kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD. dan Klise ... pendanaan masih menjadi masalah 
SDIDTK di Kabupaten Guntingkidul'~ yang menghambat program. 

7. Terk<:Jt masalah yang ditemui tindakan apa saja Informan 1 
yang diambil oleh pemeg<mg kebijakan di din as? "~{ aah ... tdap dilaksanakan progrnm 

seoptimal mungldn deng1m kerjasama lintas 
sector, dengan Dinkes, Dikpora, TP PKK. 
Cuma advokasi 1:e pemerintah desa yang 
PunraADD. 

8. Sejauh mana efektivi.tas tinclakan tersebut trntuk Informan 1 
mengatasi masalah yang berkair:an dengan Di beberapa des~ dan kecamatan bisa ... t.tpi 

SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul'' 
kebijakan layanan keterpad01m BKB. PAUD. dan I belum meluas. 

. . 
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REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Apakah menurut Anda organisasi yang ada di Sudah ada ketetapannnya ... tahun ini ada Informan 2 
DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal perubahan kelembagaao OPD. Tugas dan 
sesuai togas dan fungsinya? fungsi juga jelas. 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini Sebagaimana yang diketahui SDM kita Informan 2 
lapangan sudah optimal guna mendukung terbatas. Ada 3 seksi denganjumlah staf 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan yang terbatas. 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 
Gunungkidul? 

3. Apakah peraturan!regulasi yang berlaku terkait Belum ada itu. Gunungkidul masih tertinggal Informan 2 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan dibanding Kulonprogo. 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 
Gunungkidul? 

4. Bagaimana prosedur dan panduan pelaksanaan Prosedur kita lakukan sesuai ketentuan yang Informan 2 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan didapat dari perwakilan BKKBN. 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 
Gunungkidul? 

·- -- -- --- ·- ·-
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---
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi Saat ini ada tiap-tiap kecamatan ada Jnforman 2 

kebijakan Layanan Ko,terpaduao BKB, PAUD, dan kelornpok percontohan. 
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul" 

--
6. Masalah apa saja )•ang ada berkaitan dengan Masalah utama kalau kehijakanya di Informan 2 

kebijakao layanao keterpadrnm BKB, PAUD. dao regulasi. Kita bel urn punya perda-nya. 
SDIDTK di Kabupatcn Gunuilgkidul':' 

--
7. Terkait masalah yang ditemui tindalcan apa saja Kalau di seksisaya, pelatlhan dimodifikasi. Informan 2 

yang diambil oleh pemegang kebijakan di din as? Untuk kadet BKB tidak lagi 1-2 utusan 
kelornpok tapi semua kader dikirim sehingga 
bisa saling sharing seat pelaksanaan di 
kelompok. Memo-mg akhimya beJiahap, tldak 
semua k(>:earnatan bisa terdanai untuk 
pelatihan ini. 

8. Sejauh mana efektivltas tindakan te.rsebut t1ntuk Belmn terukur itu ... lnforman 2 
mengatasi masalah yang berkaitan dengan 
kebijakan layanan ke1:erpadrnm BKB, PAUD. dao 
SDIDTK di K.abupatm Gunm1gkidul'.' 
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REDUKSI DATA HASIL WAW ANCARA FGD 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Dala..'D. posisi Anda padajabatan fungsional, Dari sisi organisasi, struktur organisasi sudah Kelompok l 
apakah menurut Anda sistem Organisasi yang ada tertata berikut tugas dan fungsinya. (lnforman 3,4,5,6,7) 
di DP3AKBPMD telah terlaksana secara optimal 
sesuai tugas dan fungsinya? 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini Pelaksanaan layanan keterpaduan Kelompok I 
lapangan sudah optimal guna mendukung dilaksanakan oleh para kader yang sebagian (Informan 3,4,5,6, 7) 
implementasi kebijakan Jayanan keterpaduan besar belum terlatih. Bel urn optimal. 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten 
Gunungkidul? 

3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait Aspek regulasi, implementasi kebijakan Kelompok I 
I implementasi kebijakan layanan keterpaduan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan (Informan 3,4,5,6,7) 

BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten SDIDTK belum didukung oleh peraturan I 
Gunungkidul? I yang jelas di tingkat kabupaten. ' 

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi Pembinaan rutin ke kelompok kegiatan. Kelompok l 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan Sesuai mekanisme operasional ada kegiatan (Informan 3,4,5,6,7) 
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? raker desa, pertemuan kader, dan kunjungan 

ke kelompok. Memfasilitasi kegiatan 
pelatihan juga. 

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi Tiap kecarnatan ada 1 kelompok semacam Kelompok I 
kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, percontohan, dikembangkan secara bertahap (lnforman 3,4,5,6,7) 
dan SDIDTK di wilayah Anda? ke desa-desa lainnya. 

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yang jelas keterbatasan dana, alokasi dana Kelompok I 
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7. 

I 8. 

I 

19. 

uga terbatas. kebijaica.TI layman keterpaduan BKB, PAUD, dan I masih minim, sarana prar,arana j1 
SDIDTK di v.ila~ah Anda? . 

(Jnforman 3,4,5,6, 7) 

Apa masukan .Anda untuk mengatasi .masalah. F'endekatan ke p<merintah de: 
yang ada? dana ADD bagi kegiatan kete 

-~ u.ntuk akses Kelompok 1 
adwan ini. (lnforman 3,4,5,6,7) 

Kegiatan ini penting dan dibu :uhkan 
masyarakat sehingga per]u lin .tas sektor 
berkoordinasi penguatan penC aan. Bisa 
diawali dengan penguatan reg asi dalam 
bentuk p1;raturan daerah atau :putusan 
buEati. 

Bagaimana pcran Anda dalam melakukan Melaksanakan tupoksi dt:ngan b aik. Kelompok 1 
(lnforman 3,4,5,6,7) pembinaan terhadap kelompok keterpadcan yang 

ada? :t 
Menu rut Anda apa yang seharusnya dilakukan Membuat regulasi yangjelas 
oleh pemegang kebijetkan terkait implementasi menguatkan pendanaan, prog 
kebijnkan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan I peningkatan kapasitas SDM I 
SDIDTK di Kabupat<n Gunw1gkidut• ditingkatkan. 

·am 
dan mengik.~elompok 1 

(lnforman3,4,5,6,7) 
aksana terns 
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REDUKSI DATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Dalam posisi Anda padajabatan fungsional, Sudah ada aturan tentang organisasi Kelompok2 
apakah menurut Anda sistem ofganisasi yang ada perangkat daerah dan posisi jabatan (infom1an 8, 
di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal fungsional. Sistem sudah baik, tupoksi juga 27,28,29,30) 
sesuai tugas dan fungsi~a? terlaksana. 

2. Apakab kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini Sebetulnya diperlukan kader yang memiliki Kelompok2 
lapangan sudab optimal guna mendukung pemahaman tentang perkembangan anak usia (informan 8, 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan dini secara holistik integrative serta 27,28,29,30) 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten pengetahuan tentang pengelolaan layanan 
Gunungkidul? keterpaduan ini. Naah ini yang kita bel urn 

oke. 
3. Apakah peratura:n!regulasi yang berlaku terkait Belum ada Pemturan Daerah maupun Kelompok 2 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan Keputusan Bupati yang mengatur (informan 8, 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten implementasi kebijakan ini di lini Japangan. 27,28,29,30) 
Gunungkidul? 

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan implementasi Melakukan penyuluhan, KIE (komunikasi, Kelompok2 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan informasi, edukasi), pembinaan kelompok (infonnan 8, 
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? kegiatan, monitoring kegiatan di wilayah 27 ,28,29,30) 

kerja. 
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi Belum tersebar ke semua desa di wilayah Kelompok 2 

kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, keija, masih percontohan tingkat kecamatan (informan 8, 
dan SDIDTK di wilayab Anda? 27,28,29,30) 

6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Klise ... masalah dan~ minim anggaran itu Kelompok2 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan yang utama karena program bagus tanpa I (informan 8, 
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SDIDTK di "ilayah Anda? dukungan anggaran yang memadai tetap 27,28,29,30) 
hasil kurang baik, pelaksanaannya banya< 
hambatan. 

7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah Ada peraturan yang kuat dan mengikat. Kelompnk2 
yang ada? Trus kerjasama li.ntas sektor itu penting. (infonnan 8, 

27,28,29,30) --
8. Bagaimana peran Anda dalam inelakukan Peran yaa sesuai ketugas:m. Pembinaan rutin Kelompnk2 

pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang kita lakukan bersama teman-teman. (informan 8, 
! ada? 27,28,29,30) I 
i 9. Menu out Anda apa yang seharusnya dilakukan Menetapkan dukungan anggaran yang Kelompok2 

·~ 

i oleh pemegang kebijakan terkait implementasi memadai dan koordinasi !iotas sektor. (informan 8, i kebijakan layanan ke1erpaduan BKB, PAUD. dan Termasuk saat musren, membuat kebijakan 27,28,29,30) 

I 
SDIDTK di Kabupatm Gunu11gkidul~' missal dana desa bisa terakses un tuk 

pelaksanaan kebijakan ini. 
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REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Dalam posisi Aoda pada jabatin fungsional, Kalau bicara sistem sudah baik. Kelompok3 
apakah menurut Anda sistem organisasi yang ada Pelaksanaanya pada tugas dan fungsi juga (informau 
di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal sudab baik. 31,31,33,34) 
sesuai tugas dan fungsinya? 

2. Apakab kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini Kalau pada sisi SDM,dukungannya belum Kelompok 3 
lapangan sudab optimal guna mendukung optimal baik dari sisi kualitas maupun (infoffilan I 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan kuantitas. Jumlah penyuluh KB bel urn sesuai 31,31,33,34) I 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten denganjumlah desa, masih kurang. Kader di 
Gunungkidul? kelompok juga rata-rata berbekal semangat 

dan mengabdi, belum semua punya bekal 
yang memadai. 

3, Apakab peraturanlregulasi yang berlaku terkait Bel urn ada Peraturan Daerah maupun Kelompok 3 ! 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan Keputusiill Bupati yang mengatur (informan ! BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten implementasi kebijakan ini di lini lapangan. 31,31,33,34) 
Gunungkidul? 

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan irnplementasi Membersamai kelompok dalam Kelompok 3 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan melaksanakan kebijakan layanan (informan 
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? keterpaduan ini. Periodik kita lakukan 31,31,33,34) 

kunjungan ke kelompok. Y aa ... kegiatan 
pembinaan, rakor, fasilitasi kegiatan. 

5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi Belum ada penyebaran ... masih upaya Kelompok 3 
kebijakan Lavanan Keterpaduan BKB, PAUD, membangkitkan dari kondisi hidup segan (informan 
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dan SDIDTK di wilayah Anda? mati tak mau. Karena kehijakan i ni baik dan 31,31,33,34) 
penting tapi masih banyak hambatan pad a 

1 pe1aksanaannya. 

16. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Kompetensi kader, knalitas SDM 1ah Ke1ompok3 
keb\jakan 1ayanan keterpadnan BKB, PAUD. dan menyangkut wawasan dan pemahaman. Juga (informan 

I SDIDTK di "·ila~ah Anda? t?Dtun):::a dukungan anggaran lang minim. 31,31,33,34) 
i 7. Apa rnasukan Anda untuk mengatasi masalah Ya itu ... kegiatan pe1atirum peningkatan 

·--
K.e1ompok3 

yang ada? kapasitas SDM kader bisa ditingkatkan. Trus (informan 
; d ukungan anggaran dari pemerintah bisa 31,31,33,34) 
I dikua1kan. 

8. Bagaimana pcran Anda dalam melakukan Sejauh ini terns berupaya menguatkan peran Kelompok 3 
pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang scsuai ketugasan dengan segala keterbatasan (infom1ru1 
ada? ,ang ada 31,31,33,34) 

! 9. Menu rut Anda apa yang seharusnya dilakukan Membuat peratwan yang tegas t~::·rkait Ke1ompok3 ,. 

oleh remegang kebijakan terkait implementasi kebijakan ini. (informan I 

' 
kebij!lkan 1aycman keterpaduan BKB, PAUD, dan 31,31,33,34) 

' 
SDIDTK di KabuEat<n GunW1Ekidu1? 
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REDUKSI DATAHASIL WAWANCARAPKB 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Dalam posisi Anda pada jabatan fungsional, Sudah baik kok untuk optimalnya yaa Kelompok4 
apakah menurut ~ida ssstem ofganisasi yang ada berproses. Tapi system sudahjelas dan (infonnan 
di DP3AKBPMD telak terlaksana secara optimal terstruktur. Peraturan kelembagaan dan 35,36,37,38) 
sesuai tugas dan fungsinva? tupoksi semua ada. 

2. Apakah kondisi SDM di DP3AKBPMD dan lini Kalau pada sisi SDM,dukungannya belum Kelompok4 
lapangan sudah optimal gun a mendukung optimal. Jumlah penyuluh KB belum sesuai (infonnan 
implementasi kebijakan layanan keterpaduan dengan jwnlah desa, masih kurang. 1 PKB 35,36,37,38) 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten bisa mengampu 1-3desa, bisa dibayangkan. 
Gunungkidul? Kader di kelompokjuga terbatas.Pada belum 

dilatih semua. 
3. Apakah peraturan/regulasi yang berlaku terkait Belum ada Peraturan Daerah maupun Kelompok4 

implementasi kebijakan layanan keterpaduan Keputusan Bupati yang mengatur (infonnan 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di Kabupaten irnplementasi kebijakan ini di lini lapangan. 35,36,37,38) 
Gunungkidul? 

4. Apa peran Anda dalam pelaksanaan irnplernentasi Pembinaan rutin ke kelompok kegiatan. Kelompok4 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan Sesuai mekanisme operasional ada kegiatan (infonnan 
SDIDTK di Kabupaten Gunungkidul? rakor desa, pertemuan kader, dan kunjungan 35,36,37,38) 

ke kelornpok. Memfasilitasi kegiatan dan 
mengadakan atau mengirim kader ke 

I pelatihan/orientasi. 
5. Bagaimana peta dan kondisi implementasi Tiap kecamatan ada I kelompok semacam Kelompok4 

kebijakan Layanan Keterpaduan BKB, PAUD, percontohan, dikembangkan secara bertahap (informan 
dan SDIDTK di wilayah Anda? ke desa-desa lainnva. 35,36,37,38) 
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6. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Keterbatasan dana dan anggaran, jadi alokasi Kelompok4 
kebij<Ua!n layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan dana masih minim, sarana prasanma juga (informan 
SDIDTK di v.ilayah Anda? terbatas. Kuantitns dan kualitas SDM kader 35,36,37,38) 

I iuga terbatas. ·--
7. Apa masukan Anda untuk mengatasi masalah Advokasi ke pemerintah desa untuk ak.ses Kelompok4 

yang ada? dana ADD bagi kegiatan keterpaduan ini. (informan 
Pentingjuga pen:guatan regulasi tlalam 35,36,37,38) 
bentuk peraturan daerah ;ttau keputusan 
bupati. 

8. Bagalmana pc::ran Anda dalam melakukan Melaksanakan tupoksi dtngan baik. Kelompok4 

I 
pembinaan terhadap kelompok keterpaduan yang (informan 
ada? 

~:1embuat regulasi yang jelas dan mengikat, 
35,36,37,38) --

19 Menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan Kelompok4 
oleh pemegang kebijakan terkait implerr.entasi n1enguatkan pendanaan, prog;arn (informan 

I kebijakan lay,man keterpaduan BKB, PAUD, dan peningkatan kapasitas SDM pelaksana tems 35,36,37,38) 
• 

I SDIDTK di Kabupat<n Gunungkidur• ditingkatkan, pelatihan-pdatihan dan 

I 
t~~ntunya monitoring evaluasi kegiatan di lini 
lapangan. --
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan tayanan keterpaduan Layanan dilaksanak.an sebulan sekali setiap lnfonnan 9 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggal ll di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan tela1isnya? 

2. Apakab terpadu 3 jenis layanan? lya ... dilaksanakan bareng ... PAUD dulu Informan 9 
terns SDIDTK dan BKB. Pagi sampai siang 
sesuai _iadwal. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya semua 12 ada yang dari BKB Informan 9 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok dibantu guru PAUD juga dan kader 
Anda? Posyandu. 

4. Apakab semua kader di kelompok Anda sudab 3 orang yang sudah, yang lain belum Informan 9 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum ada. Kami kembangkan sendiri sesuai Informan 9 
pelaksanaan implementasi kebijakan layana._q arahan petugas. 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Anda? 

6. Adakab hambatan dan kendala yang ditemui Dukungan dana terbatas. Fasilitas juga Informan 9 
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, terbatas. Kami para kader juga pemahaman 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di kelompok Anda sudab Belum optimal. Kadang kalau musim sibuk Informan 9 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebiiakan yaa tidak terlaksana. Kegiatan kadang 
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--
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDJDTK? bentrokjuga di mas~arakat. 

·--
8. Menurut Anda bagaimana duh.'llllgan pemerintah Pembinaan dari PKB, pu:;kesmas, dinas. Infonnan 9 

dan petugas lapangan dalam pelaksauaan Tapi tetap terkendala dana. 
kebijakan layanan keterpadnan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ilayab Anda? 

9. Masa1ah apa saja yang ada berkaitan c.lengan ·yaa itu tadi ... dana minim, kader belum Informan 9 
kebijakaulayanan keterpaduan ilY.B, PAUD, dan tcrlatih. 
SDIDTK di kelompok Anda? --

10. Terka.it masalah yang ditemui tindak:an apa saja Kurang paham Bu .. kemarin di musrenbang Informan 9 
yang diambil oleh pemegang kebijah1n di dinas? usulan w1tuk honor kader KB sudah disetujui 

t:lpi klo kegiatan keterpaduan mi memang 
tdurn ada di ADD 

--
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REDUKSI DATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

1. Bagaimana pe1aksanaan layanan keterpaduan Layanan di1aksanakan 1-2 kali setiap tangg•l Informan 10 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di ke1ompok Anda? 15 dan tanggal 9. Pe1aksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakah terpadu 3 jenis 1ayanan? PAUD dan BKB bareng ... kalau Posyandu Informan 10 
beda jadwal. 

3. Berapa orang kader yang terlibat da1arn Kademya ada 12 Informan 10 
pelak:sanaan layan.an keterpaduan di kelompok 
Anda? 

4. Apakab semua kader di ke1ompok Anda sudab BelumBu ... Informan 10 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum .. sesuai penjelasan PKB Informan 10 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayab Anda? 

6. Adakah harnbatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. lnforman 10 
dalarn pe1aksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SD!DTK di ke1ompok Anda? juga pernaharnan dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di ke1ompok Anda sudah Be1um optimal. Informan 10 
optimal guna mendukung pe1aksanaan kebijakan 
1ayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 
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8. Menu.rut Anda bagaimana duJ...."UD.gan pemerintah Pembinrum dari PKB dan dinas kurang Informa11 10 
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDJDTK di ¥.ilayab Anda? 

9. Masalab apa :;aja Yang ada berkajtan dengan Dana minim, kader belum terlatih. lnformall 10 
kebijakan layanan ke1erpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di kelomEok Anda? 

' 10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Wedew nopo njih Bu ... kalau kayak saya [nformall 1 0 
[ ~ang diambil oleh pemegang kebijalam di dinas? mboten ngertos. 
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REDUKSI DATA HASIL WA W ANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali sctiap Informan 11 
BKB, PAUD, dan SDIDTK dikelompok Aoda? tanggal I 0. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Posyandu bareng BKB. PAUD nya misah di Informan 11 
hari lain. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 5 tapi dibantu guru Informan II 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok P AUD juga dan kader Posyandu semua ada 
Aoda? 9. 

4. Apakah semua kader di kelompok Aoda sudah Belum Bu ... baru 2 yaog pemah pelatihao Infom1an 11 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduao BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan II 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diktat atau penjelasan PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di ! 
wilayah Aoda? 

6. Adakah harnbatan dao kendala yaog ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informao II 
dalam pelaksanaao layaoao keterpaduan BKB, Duk:ungan dan terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Aoda? juga pemaharnan dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Bel urn optimal. Sak mampunya .. kadang juga Informan 11 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? Narnanya di desa kan musti bergaul dengan 
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masyarakat. 
8. Menurut Anda bagaimana duh.'11Ilgan pemerintah Pembinrum dari PKB ada juga dari dinas Infonnan 11 

dan petugas lapangan dalam pelaksanam KB ... dul.:ungan dana yang minim. 

• kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di \<ila~ab Anda? 

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Y aa itu tadi. .. dana minim, kader bel urn Infonnan 11 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan terlatih. 
SDIDTK di kelomEok Anda? 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paharn Bu ... tapi pemah diundang Informan 11 
yang diambil oleh pemegang kebijakfln di dinas? pelatihan. 
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' 

REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 12 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggall5. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Yang bareng hanya SDIDTIC dan BKB, Informan 12 
ngikutjadwal Posyandu tanggall5 yang 
PAUD hari dan tempat beda. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya ada sekitar 10 orang lnforman 12 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 
Anda? 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah BelmnBu ... Informan 12 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SD!DTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belurn .. sesuai penjelasan PKB Informan 12 
pelaksanaan implementasi kebijak:an layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
"ilayah Anda? 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 12 
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Karni para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sak marnpunya .. sak saged- Informan 12 
optimal guna menduknng pelaksanaan kebijakan saged. 
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! layanm keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah F'embina:m dari PKB dan dinas kurang Informan I 2 
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layman keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di ~.ila~ab ;l.nda? 

9. Masalah apa saja yang: ada berkaitan dengan 'Yaa itu tadi ... dana minin, kader bel urn Informan 12 

' kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan terlatih. 
' SDIDTK di kelompok Anda? 

~~ 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja - Informan 12 
yang diambil oleh pemegang kebijak~m di dinas? 

~~ 
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REDUKSI DATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pe1aksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 13 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggal 13. Pe1aksanaan di ba1ai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakab terpadu 3 jenis 1ayanan? lya ... di1aksanakan bareng ... PAUD dulu Informan 13 
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga 
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 
11-an. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 5 tapi dibantu guru Informan 13 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 
Anda? 9. 

4. Apakab semua kader di ke1ompok Anda sudab Bel urn Bu ... baru 2 yang pemab pe1atihan Informan 13 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belmn ... yaa ilrut dari yang diperoleh saat Informan 13 
pe1aksanaan implementasi kebijakan layanan diklat atau penjelasan PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wi1ayab Anda? 

I 
6. Adakab harnbatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 13 

dalarn pe1aksanaan 1ayanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Karui para kader 
PAUD, dan SDJDTK di ke1ompok Anda? I juga pemabarnan dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di ke1ompok Anda sudab Be1um optimal. Sak marnpunya .. kadangjuga Informan 13 
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I optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan s"sab membagijadwal dengan kegiatan lain. 
layan'm keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? Namanya di desa kan musti bergaul dengan 

mas~arakat. 

8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemeriniah Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Jnforman 13 
' dan petugas lapangan dalam pelaksanaan KB ... dukungan dana yang ntinim. 
i kebijakan lay,man keterpaduan BKB, PAUD, dan 

' SDIDTK di ¥,ila~ab Anda? 
'9. Masalah apa :;aja yang ada berkaitan dengan ·y aa itu tadi ... dana minim, kader bel urn b1forman 13 

kebijukan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan t..:rlatih. 
' SDIDTK di kelom2ok Anda? 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu ... tapi pemah diundang Informan 13 

' yang diambil oleh pemegang kebijalam di din.:ts? pelatihan. 
' I 
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REDUKSI DATA IIASIL WA W ANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pe1aksanaan 1ayanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan !4 
BKB, PAUD, dan SDIDTK df kelompok Anda? tanggal I 5. Pe1aksanaan di ba1ai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakab terpadu 3 jenis 1ayanan? lya ... dilaksanakan bareng ... Informan !4 
3. Berapa orang kader yang terlibat dalarn Kademya ada 9. Infcrman 14 

pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 
Anda? 

4. Apakab semua kader di ke1ompok Anda sudab Be1um Bu ... baru 4 orang apa yaa ... eh 5 Informan 14 
mendapatk:an pelatihan terkait layanan orang. 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Masih mengacu ke modul pelatihan, kalau Informan 14 
pe1aksanaan hnp1ementasi kebijakan 1ayanan yang resmi begitu belum punya. 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wi1ayab Anda? 

6. Adakab hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 14 
da1arn pe1aksanaan 1ayanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di ke1ompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di kelompok Anda sudab Belum optimal. Belum terlatih dan Informan 14 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan hangabehi ... jadi kader keterpaduanjuga 
1ayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? aktifis kegiatan 1ainnya, tidak ada yang 

I betu1-betul fokus. 
--·-·----

43251.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



8. Menu rut Anda bagaimana duk.ungan pemerintah Pembinaan dari PKB dan dinas kurang lnforman 14 
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layman keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ila~ab Anda? 

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Terns terang keterbatasan dana membuat Informan 14 
kebijakan layman keterpaduan BKB, PAUD, dan kegiatan kurang optimal. Kemudi.an SDM 
SDIDTK di kelomEok Anda? kader ju~a belwn semuan~a terlatih. 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Sepertinya masih sama dengan tahun-tahun Infonnan 14 
yang diambil oleh pemegang kebijala111 di dinas? lalu. Ada program pembinaan, sebentar lagi 

_j _!atanya juga ada_Eelatihan. 
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. , • • 

REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Dilaksanakan sebulan sekali setiap tanggal Informan 15 
BKB, PAUD, dan SDJDTK di kelompok Anda? 13. Pelaksanaan di balai dusun juga lokasi 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? I oosvandu. 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Tidak BKB dan SDIDTK bareng ... kalau Informan 15 
PAUD nya oisah lokasi di gedung PAUD. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 5 tapi dibantu guru Informan 15 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelornpok PAUD juga dan leader Posyandu semua ada 

I Anda? 12. 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Bel urn Bu ... baru 2 yang pemah pelatihan Informan 15 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 15 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diklat atau penjelasan PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di I 
wilayah Anda? 

6. Adakah bambatan dan kenda!a yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 15 
dalarn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelomook Anda? I iuea oemaharnan dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Bel urn optimal. Sak marnpunya..kadang juga Informan 15 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? Naraanya di desa kan musti bergaul dengan 
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masyarakat. 
8. Menurut Anda bagaimana duh.llllgan pemerintah Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas htforman 15 

dan P''tugas lapangan dalam pelaksanaan I<B ... dukungan dana yang minim. 
kebijllkan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ilalab Anda? 

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan "'l:aa itu tadi ... dana minim, kader belum Inform~n 15 
i kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan terlatih. 
I SDIDTK di kelomQok Anda? ' 
i 10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu ... tapi pemah diun<lang Informan 15 
I yang diambil oleh pemegang L(ebijaksn di dinas? pelatihan. 

I ---- ·---- ---
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'' 

REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pclaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 16 
BKB, PAUD, dan SDJDTK di kelompok Anda? tanggal!5 kadang 2 kali. Pelaksanaan di 
Bisa Anda ceritakan telcnisnya? balai dusun. 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? lya ... dilaksanakan bareng, tiga kegiatan di Informan 16 
waktu dan tempat yang sarna. Kadang yaa 
ramai ... uyuk-uyukan kurang tertata apalagi 

I pas kademya tidak komplit. 
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya ada 12 totalnya. Informan 16 

I pelaksanaan layanan keterpac!uan di kelompok 
Anda? 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu ... baru sebagian Informan 16 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum .. sesuai penjelasan PKB dan yang lnforman 16 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diperoleh di pelatihan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Anda? 

6. Adakah harnbatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 16 
dalarn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Belum optimal. Sak marnpunya .. Informan 16 
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.. 

--
I optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan 

layan3Il keterpadllilD BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

---
8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah Pembinaan dari PKB. puskesmas dan dinas Informan 16 

dan petugas Japangan dalarn pelaksanaan kurang banyak ... dukungm dana yang 
kebijakan lay,man keterpaduan BKB, PAUD, dan numm. 
SDIDTK di ";Layah Anda? --

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan ''faa itu tadi ... dana minim, kader bel urn Informan L 6 
kebijakan Jayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan tL.-rlatih. 

I SDIDTK di kelompok Anda? --L. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Mungkin kayak pertemwm kader dilakukan Informan 16 
yang diambil oleh pemegang kebijakan di din.lS? terns juga pelatiban. --
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REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpadua.Tl Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 17 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di'kelompok Anda? tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? lya ... dilaksanakan bareng ... PAUD dulu Infonnan 17 
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga 
kegiatan dari pagijam 8 sampai nantijam 
11-an. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 5 tapi dibantu guru Infonnan 17 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan kader Posyandu semua ada 
Anda? 9. 

4. Apakah semua kader di ke1ompok Anda sudah Belum Bu ... baru 2 yang pernah pelatihan Informan 17 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selarna ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh sag,t Informan 17 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diktat atau penjelasan PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Anda? 

6. Adakah harnbatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 17 
da1arn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? I juga pemaharnan dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di ke1ompok Anda sudah Belum optimal. Sak mampunya .. kadang iuJ;!;a lnfonnan 17 
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--

' 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan susah membagi jadwal dcngan kegiatan lain. 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dm1 SDIDTK? Namanya di desa kan musti bergaul dengan 

maslarakat. 
8. Menu rut Anda bagaimana duJ,.·ungan pemerintah Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 17 

dar. petugas lapangan dalaan pelaksanaan KB ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ilayah Anda? 

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan 'faa itu tacii ... dana minim, kader bel urn Informan 17 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan terlatih. 
SDIDTK di kelompok Anda? 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu ... tapi pemah diundang Informan 17 

I 
yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? pelatihan. 

! 
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REDUKSI DATA HASIL WA W ANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 18 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di .kelornpok Aoda? tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnva? 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya ... dilaksanak:an bareng ... Informan 18 
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya ada 5 lnforman 18 

i 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok I 
Aoda? 

4. Apakah semua kader di kelompok Aoda sudah Belum Bu ... Informan 18 
mendapatkan pelatihan terkait layanan ' 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum .. sesuai penjelasan PKB Informan 18 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Aoda? 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 18 
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Aoda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

I 

7. Apakah kondisi kader di kelompok Aoda sudah Bel urn optimal. Sak mampunya .. Informan 18 

1 optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

--------- -· ----
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8. Menurut Anda bagaimana duh.'UD.gan pemerintah Pembinaan dari PKB dan dinas kurang I:nforman 18 

dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layanan ke1erpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di wila~ab Anda? 

9. Masalah apa :>aja yang ada berkaitan dengan ·yaa itu tadi ... da:na minim, kader belum Inforrnan 18 
kebijakan layanan ke1erpaduan BKB, PAUD, dan tcrlatih. 
SDIDTK di kelomEok Anda? -

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja - Infonnan 18 
lanl:f diambil oleh 2emegang kebijakan di dinas? ---· 
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REDUKSIDATAIIASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksa.~aan lay8J.lan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 19 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggall5. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakab terpadu 3 jenis layanan? PAUD dulu di lokasi PAUD terus SDIDTK Informan 19 
dan BKB. Sehari tiga kegiatan tapi 
tempatnya beda. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya adal2 lnforman 19 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 
Anda? 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu ... baru 2 yang pernah pelatihan. Informan 19 
mendapatkan pelatihan terkait layanan Tahun ini semoga ada. 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 19 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diklat atau pembinaan PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayab Anda? 

6. Adakab hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 19 
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? I juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di kelompok Anda sudab Belum optimal, seperti yang lain. Sak Informan 19 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan mampunya .. kadang juga susah membagi 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? jadwal dengan kegiatan lain .. 
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8. Menu rut Anda bagaimana duJ.:ungan pemerintab Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan I 9 
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan KB ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ilavab Anda? --

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Dana minim, kad.er belum terlatih. Informan 19 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di kelompok Anda? 

---~-

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Tidak tahu Informan 19 
I yang diambil oleh pemegang kebijakan di din3S? 
' ~-
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REDUKSIDATAIIASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan so bulan sekali setiap Informan 20 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggall5 posyandu tanggall8. Pelaksanaan 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? di balai dusun. 

'l. Apakab terpadu 3 jenis layanan? Yang bareng PAUD sarna BKB di balai Informan 20 
dusun. Posyandu sia."lg tidak bareng. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalarn Kadernya ada 5 di Posyandu. PAUD dan Informan 20 
pdaksanaan layanan keterpaduan di kelompok BKB 8 orang 
Anda? 

4. Apakab semua kader di kelompok Anda sudab BelumBu ... Informan 20 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum .. sesuai pemahaman kami Informan 20 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayab Anda? 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Infonnan 20 ' 
dalarn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di kelompok Anda sudab Belum optimal. Informan 20 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

----
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Pembina.m dari PKB dan dinas tapi kurru~1forman 20 8. Menu.rut Anda bagaimana duh.'Ullgan pemerintah 
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukungan dana sama kayak yang 
kebijakan layanan ke1erpaduan BKB, PAUD, dan lain masih minim. 
SDIDTK di "ilayab Anda? 

9. Masalah apa saja yang ada berk~itan dengan ·y aa itu tadi ... dana minim, kader bel urn Informan20 
kebijakan la)'lman ke1erpa.duan BKB, PAUD, dan terlatih. 
SDIDTK di kelornpok Anda? --

i 10. Terkait masabh yang ditemui tindakan apa saja 'Vaah apa. ya Bu ... pelatihan dan pembinaan Informan 20 
yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? bulanan. 
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REDUKSIDATAHASILWAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keteipaduan Ya ... selama ini pelaksanaan layanan lnfonnan21 
BKB, PAUD, dan SD!DTK di kelompok Anda? keteipaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? dilakukan oleh para kader, Kegiatan 

dilaksanakan sebulan sekali. Di kelompok 
kami ada I 0 kader, yang terlatih baru 2 
orang. Modalnya semangat dan kesungguhan 
mengabdi ke masvarakat 

2. Apakah teipadu 3 jenis layanan? lya ... dilaksanakan bareng ... PAUD dulu Informan 21 
terns SDIDTK dan BKB. Sehari tiga 
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 
12. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kademya yang inti ada 10 ngampu Informan 21 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok semuanya. 
Anda? 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Bel urn Bu ... baru 2 yang pemah pelatihan Infonnan 21 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keteipaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apak:ah selama ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh saat Informan 21 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diklat atau penjelasan PKB. 
keteipaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di Sudah ada BKB kit. Berusaha ikut panduan 
wilayah Anda? dan petunjuk yang ada. 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. lnforman 21 
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I dalam pe1aksanaan 1ayanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader 

~ I PAUD, dan SDIDTK eli ke1ompok Anda? I iuga Eemaltaman dan wawasan terbatas. 
i 7. Apakili kondisi kader di ke1ompok Anda sudili Belum optimal. Ssk mampunya .. kadangjuga 1nforman 21 

! optimal guna mendukung pe1aksanaan kebijalcan susah membagi jadwal dengan kegiatan lain. 
i 1ayanm keterpaduan BKB, PAUD, rum SDIDTK? Namanya eli desa kan musti bergaul dengan 
I 

mas~arakat. I 

I 8. Menurut Anda bagaimana dukun'gan pemerintah Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Informan 21 
dan petugas 1apangan da1arn pe1aksanaan KB ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan 1ayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di ~.i1a~ab 1\nda? 

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi ... dana minim, kader belum Informan 21 
kebijakan 1ayanan keterpaduan BKB, PAUD, dan terla!ih. 
SDIDTK eli ke1ompok Anda? 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu ... tapi pei'I' .. ah diundang 1nforman 21 
yang diambil oleh pernegang kebijakan di dinas? pelatihan. 
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REDUKSIDATAIIASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanak:an sebulan sekali setiap Informan 22 
BKB, PAUD, dan SDJDTK di kelompok Anda? tanggall5. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan tek.n.isnya? -

2. Apakah terpadu 3 ienis layanan? lya ... dilaksanakan bareng ... Informan 22 
3. Berapa orang kader yang terlibat dalarn Kademya ada 5 Informan 22 

pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 
Anda? 

4. Apakab semua kader di kelompok Anda sudab BelumBu ... Informan22 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belwn .. sesuai penjelasan PKB Informan 22 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilavab Anda? 

6. Adakab harnbatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 22 
dalarn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di kelompok Anda sudab Bel urn optimal. Sak marnpunya .. Jnforman22 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

8. Menurut Anda bagaimana dukungan pemerintah Pernbinaan dari PKB dan dinas kurang Informan 22 
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r dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ilayah Anda? 

9. Masalab apa saja yang ada berkaila!:i dengan Yaa itu tadi ... dana minim, kader belum Informan 22 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan t4:!rlatih. 
SDIDTK di kelompok Anda? 

10. Terkait masalab yang ditemui tindakan apa saja - Informan 22 
~ang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? 
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REDUKSI DATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaim&na pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 23 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggal 13. PAUD di gedung PAUD lalu 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? BKB bareng SDIDTK Posyandu. 

Pelaksanaan di balai dusun. 
2. Apakah teroadu 3 ienis layanan? Tidak semua harem~; ... gentian. Informan 23 
3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru Informan 23 

pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok PAUD juga dan leader Posyandu semua ada 
Anda? 9. 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Bel urn Bu ... baru 4 yang pemah pelatihan Informan 23 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keteroaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apak.ah selama ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh saat lnforman 23 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diklat atau PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Anda? 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 23 
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Bel urn optimal. Susah membagi jadwal Informan 23 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan dengan kegiatan lain. Dilakukan sebatas 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? kemarnpuan. 
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! 8. Menurut Anda bagaimana duJ..."UTigan~pemerintah F'embinaan dari PKB ada juga dari dinas KB, Informan 23 

dan petugas lapangan dalam pelaksanaan puskesmas ... dukungan dana yang minim. 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ila~ab Anda? 

9. Masalah apa1saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi sama ... dana minim,. kader Informan 23 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan belum terlatih. 
SDIDTK di kelomook Anda? 

10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Diadakan pelatihan. Infonnan 23 
yang diambil oleh ~negang kebijakan di dinas? 
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REDUKSIDATAHASIL WAWANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

I. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Infonnan 24 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Auda? tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakab terpadu 3 jenis layanan? Tidak, yang bareng PAUD dan BKB Informan 24 
nya ... kalau SDIDTK di Posyandu 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalarn Kademya ada 8 lnforman 24 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 
Auda? 

4. Apakab semua kader di kelompok Anda sudah BelumBu ... Infonnan 24 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apakah selama ini ada prosedur dan panduan Belum .. sesuai penjelasan PKB Infonnan24 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayab Auda? 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan24 
dalarn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Auda? juga pemahaman dan wawasan terbatas. 

7. Apakab kondisi kader di kelompok Auda sudab Bel urn optimaL Sesuai yang kami bisa Infonnan 24 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan lakukan. 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

-
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8. Menurut And a bagaimana dub.'Uilgan pemerin:tah Pembinaan dari PKB dan dinas kurang I:nfonnan 24 
dan petugas lapangan dalam pelaksanaan banyak ... dukunga,> dana yang minim. 

I 
kebijakan layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ila~ah Anda? 

I 9. Masalah apa,:!llja yang ada berkaitan dengan Saran!! prasarana dan dana minim, kader Informan 24 
~ kebijakan layanan keterpaduan liKB, PAUD, dan belum terlatih. 

SDIDTK di kelompok Anda? 
· Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Tidak paham. Worman24 
1 ~ang diambil oleh Qemegang kebijakan di dinas? --
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REDUKSI DATA HASIL W AW ANCARA 

NO PERTANYAAN JAWABAN KETERANGAN 

!. Bagaimana pelaksanaan layanan keterpaduan Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan25 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? tanggal 13. Pelaksanaan di balai dusun. 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 

2. Apakah terpadu 3 jenis layanan? Iya ... dilaksanakan bareng ... PAUD dulu Informan 25 
terus SDIDTK dan BKB. Sehari tiga 
kegiatan dari pagi jam 8 sampai nanti jam 
11-an. 

3. Berapa orang kader yang terlibat dalam Kadernya yang inti ada 5 tapi dibantu guru Informan 25 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelornpok PAUD juga dan kade: Posyandu semua ada 
Anda? 9. 

4. Apakah semua kader di kelompok Anda sudah Belum Bu ... baru 2 yang pemah pelatihan !nforman25 
mendapatk.an pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

5. Apaka..1. selama ini ada prosedur dan panduan Belum ... yaa ikut dari yang diperoleh saat Infonnan 25 
pelaksanaan implementasi kebijakan layanan diktat atau penjelasan PKB 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Anda? 

I 

6. Adakah hambatan dan kendala yang ditemui Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. Informan 25 
I dalarn pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, Dukungan dan terbatas. Kami para kader 

PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? iuga ueroahaman dan wawasan terbatas. 
7. Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah Bel urn optimal. Sak marnpunya .. kadang juga Informan 25 
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' optimal guna mendukung pelaksanaan kebijal<an sllSah membagi jadwal dengan kegiatan lain. 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dm1 SDIDTK? Namanya di desa kan musti bergaul dengan 

mas;yarakat. 
8. Menurut Anda bagaimana duh'Uflgan pemerintah Pembinaan dari PKB ada juga dari dinas Infonman 25 

dan petugas lapangan dalmn pelaksanaan KB ... dukungan dana yang minim. 
kebijal<an layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di \\ila,l'ab Anda? --

9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan '{aa itu tadi ... dana minim, kader belum Infonnan 25 
kebijal<an lay,man keterpaduan BKB, PAUD, dan tt~rlatih. 

SDIDTK di kelomEok Anda? 
10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja Kurang paham Bu ... tapi pemah diumlang Infonnan25 

yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? pelatihan. 
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NO 

I. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

--

' ' 

PERTANYAAN 

' 

Bagaimana pelaksanaan layanan keterpadmm 
BKB, PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? 
Bisa Anda ceritakan teknisnya? 
Aoakah terpadu 3 ienis layanan? 
Berapa orang kader yang terlibat dalam 
pelaksanaan layanan keterpaduan di kelompok 
Anda? 

Apakah semua kader di kelompok Anda sudah 
mendapatkan pelatihan terkait layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 
Apak:ah selama ini ada prosedur dan panduan 
pelaksanaan implernentasi kebijakan layanan 
keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK di 
wilayah Anda? 
Adakah hambatan dan kendala yang ditemui 
dalam pelaksanaan layanan keterpaduan BKB, 
PAUD, dan SDIDTK di kelompok Anda? 

Apakah kondisi kader di kelompok Anda sudah 
optimal guna mendukung pelaksanaan kebijakan 
layanan keterpaduan BKB, PAUD, dan SDIDTK? 

-

' 

'AHASIL WAWANCARA 

JAWABAN KETERANGAN 

Layanan dilaksanakan sebulan sekali setiap Informan 26 
tanggal 15. Pelaksanaan di balai dusun. 

lya ... dilaksanakan bareng ... Informan26 
Kadernya ada 5 Informan 26 

I 

BelumBu ... Informan 26 

Belum .. sesuai penjelasan PKB lnforman26 

Kegiatan terlaksana tapi kurang optimal. lnforman 26 
Dukungan dana terbatas. Kami para kader 
juga pemaharnan dan wawasan terbatas. 

Bel urn optimal. Sak mampunya .. Infonnan 26 
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rl Menu.rut Anda bagaimana dukungan pemerintah 
------

Pembina..1n dari PKB dan dinas kurang lnforman 26 
dan petugas lapangan dalam pe!aksanaan banyak ... dukungan dana yang minim. 
kebij1tkan layanan keteipadmm BKB, PAUD, dan 
SDIDTK di "ilayab Anda? --9. Masalah apa saja yang ada berkaitan dengan Yaa itu tadi ... dana minim, kader bel urn Infonnan 26 
kebij1tkan Jayanan kete1paduan BKB, PAUD, dan terlatih. 

I SDIDTK di kelompok Anda? ' 
: 10. Terkait masalah yang ditemui tindakan apa saja - Informan 26 
! yang diambil oleh pemegang kebijakan di dinas? ' --
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